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ABSTRAK

Berbagai konflik antara pekerja dan pengusaha wsedaja terjadi. Selain
masalah besaran upah, dan masalah-masalah texikaiyd, Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) merupakan konflik laten dalam interalksitatra pekerja/buruh dan
pengusaha/majikan. Pengusaha/majikan ditenggarausdlea menekan uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang péagdaak, dan biaya-biaya lain
sebagai kompensasi PHK. Di sisi lain pekerja/kagrawuga selalu menuntut
kompensai PHK yang lebih besar padahal tuntutaselet belum tentu sesuai
dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undadgng Yang menjadi masalah
penelitian ini adalah bagaimana konsep yuridis a@ap kewajiban membayar
pesangon sebagai kompensasi PHK dan pandangan Hsleammterhadap kewajiban
membayar uang pesangon sebagai kompensasi PHK.

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepkséam (library research).
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengendekatan yuridis
normatif. Tujuan yang dapat dicapai dengan anallgiglitatif adalah untuk
menjelaskan suatu situasi, atau untuk mengupaspergbaru yang diperkenalkan,
atau menganalisa mengenai uang pesangon. Dalamsigsinalata, penulis
menggunakan metode deskriptif analitis.

Konsep vyuridis terhadap ketentuan kewajiban membaygang pesangon
sebagai kompensasi PHK dalam Pasal 156 Undang-gnNan 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, adalah merupakan salah pgslindungan pemerintah
terhadap pekerja yang termasuk dalam kebijakagymeaihan, perlindungan tersebut
adalah sebagai pelaksanaan amanat Pasal 88 ayahdahg-undang No.13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: “Betmekerja/buruh berhak
memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupang y&ayak bagi
kemanusiaan.”

Pandangan hukum Islam terhadap ketentuan kewajijbambayar uang
pesangon sebagai kompensasi PHK adalah wajib hufjajnsebagaimana Islam
mewajibkan dikuatkannya akad-akad atau perjanjarakdemi terjaminnya hak-hak
dan tegaknya keadilan di antara sekalian manusia,lslam juga memperhatikan
agar akad-akad dilaksanakan sesuai dengan atumag tgah ditetapkan dan
disepakati. Dalam hal ini, tujuan diberlakukannyetekituan kewajiban membayar
uang pesangon sebagai kompensasi PHK adalah urdnipenkuat akad perjanjian
kerja. Penguatan akad dalam perjanjian kerja mutlpkrlukan, mengingat dengan
adanya PHK pekerja yang bersangkutan akan kehitamgata pencahariannya,
sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupdieiglan keluarganya. Di sisi
lain terdapat kecenderungan pengusaha untuk seenat@lakukan PHK, lebih-lebih
saat ini jumlah tenaga kerja lebih besar dari layeanpekerjaan yang ada.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam ypsonan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Mentem#\dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tal987 dan Nomor
0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
Tidak dilambangkan
be
te
es (dengan titik di atas)
je
ha (dengan titik di bawah
ka dan ha
de
zet (dengan titik di atas)
er
zet
es
es dan ye
es (dengan titik di bawah
de (dengan titik di bawah
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka
‘el

Vi



apostrof
ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

ditulis
ditulis
C. Ta’ marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
ditulis
ditulis

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arghng sudah
terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat dak sebagainya, kecuali
bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta backedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

ditulis

|
|

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fattkasrah dan dammah

ditulis t atau h.

ditulis
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D. Vokal pendek

fathah A
fa'ala

kasrah !

zukira
u

dammah yazhabu

E. Vokal panjang

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

F. Vokal rangkap

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisakan dengan apostrof

ditulis
ditulis

ditulis
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H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggian huruf “I”.

ditulis

ditulis

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggkan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf)Ir(gé.

ditulis

ditulis

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ditulis
ditulis
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang M asalah

Dalam pemikiran Islam, pemerintah merupakan lembdagaal yang
mengekspresikan kehendak anggota masyarakatnya. ag&eb
tanggungjawabnya, pemerintah mempunyai kewajibag gantaranya harus
dipikul oleh anggota warganya demi menggapai makgaraleal® Islam
memandang bahwa tanggungjawab pemerintah bukanasbada keamanan
dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyaatak antisipasif dari
serangan luar, tapi pertanggungjawaban pemerintatharus merupakan
bagian dari program pencapaian masyarakat ided&mmadan adil. Keadilan
dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa kieédan pemerintah dalam
membela yang lemah dan memberikan pertolongan kepaereka, juga
dalam masalah yang menyangkut perekonorigaterlibatan negara dalam
bidang ekonomi secara nasional dilaksanakan melabijakan-kebijakan
tertentu, salah satunya adalah kebijakan dalammgidatenagakerjaan.

Dalam rangka membangun manusia Indonesia seutulmgka
pembangunan ketengakerjaan melalui peningkataratiariartabat dan harga
diri tenaga kerja perlu diatur tersendiri. Pemaitinielah menetapkan Undang-

undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaagakepayung hukum

! M. Farug an-Nabahandstem Ekonomi Islam, Alih bahasa, Muhadi Zainuddin
(Yogyakarta: Ull Press, 2000), him. 53.

2 |bid, him. 54.



segala ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Bekdasandang-undang ini,
hak-hak dan perlindungan dasar karyawan pada skatja dilindungi serta
hubungan yang harmonis antara karyawan, pembga, keemerintah dan
masyarakat ditingkatkan. Melalui penegakan tramspr peraturan
diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber dayanusia,
produktivitas, dan daya saing produk Indonesia parluasan kesempatan
kerja. Beberapa peraturan perundangan yang merkgtemagakerjaan yang
berlaku selama ini merupakan produk masa kolonaigy menempatkan
karyawan sebagai objek dengan posisi yang kurangumémgkan.

Salah satu bentuk transparansi serta perhatian rpgate yang
dituangkan dalam ketentuan itu adalah kewajibanbagaran pesangon bagi
karyawan yang berhenti bekerja karena pemutusannigabukerja (PHK)
dalam pasal 156 Undang-undang No. 13 Tahun 2008rigitetenagakerjaan
yang berbunyi®

Pasal 156
(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pefgusdiwajibkan
membayar uang pesangon dan atau uang penghargaarkeng dan uang
penggantian hak yang seharusnya diterima.

Uang pesangon merupakan pembayaran dalam bentul dam

pengusaha kepada buruh/pekerja sebagai akibatadrit yang jumlahnya

disesuaikan dengan masa kerja buruh/pekerja yarsgrigkutah Besarnya

uang pesangon yang diberikan, pada umumnya jugstkhk dengan upah

% Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenggake Pasal 156 ayat (1).

4 Lalu Husni,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2008), him. 197.



bulanan yang diterima. Jumlah ini dapat juga ditnkan dengan komponen
lain seperti tunjangan cuti, tunjangan asuransehkatsn karyawan, nilai opsi
saham atau tunjangan lainnya yang sudah umum dawpai@an hak
karyawan di perusahaan tersebut.

Perhitungan besarnya uang pesangon dalam Pasdiddstarkan atas
pencapaian masa kerja serta besarnya gaji/upatalnyas ketentuan nilai
terendah untuk masa kerja kurang dari satu tahataladsatu bulan upah
sedangkan nilai terendah untuk masa kerja lebih dklapan tahun adalah
sembilan bulan upah. Pembayaran uang pesangonukhiiakpada saat
karyawan berhenti bekerja, karena secara filos@mherian uang pesangon
adalah bantuan dana pada saat karyawan harus mee&arjaan setelah
terjadi PHK. Besar uang pesangon maksimal sembikn daji kepada
pekerja yang bekerja lebih dari delapan tahun,amnmng sejumlah uang
penghargaan dan uang penggantian lainnya dinilaigysaha sangat
memberatkan. Peraturan ini memberikan nilai pesangmg sangat tinggi
dibanding kebiasaan Internasional. Besar Imbalal Bétdasarkan Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaamasek salah satu
tertinggi di dunia naik dua kali lipat dari kebigk tahun 1996 dan tiga kali

lipat dari kebijakan tahun 1986.

® "Studi Tentang Program Pensiun, Pesangon Dan mgaja Hari Tua Lainnya”,
http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_jidk_pm/studi 2007/Studi-Program-
Pensiun%26Pesangon.pékses pada tanggal 4 Februari 2009.

® Rapat Kadin Indonesia dan Apindo, “Posisi Kadiris&ip dalam RPP Pesangon,”
http://sptpkkoja.wordpress.com/2007/12/12/posisiik&0E2%80%93-apindo-mengenai-rpp-
pesangon/Akses pada tanggal 4 Februari 2009.




Pada umumnya, pesangon diberikan kepada karyawarg yan
mengalami PHK dengan alasan normal, seperti pengandatau pensiun.
Pembayaran uang pesangon juga umum dilakukan aelsghaan yang
melikuidasi usahanya. Selain itu, karyawan yandndxeti karena pemecatan
dapat menerima uang pesangon berdasarakan atusamdiei. Pengaturan
rinci mengenai pesangon pada umumnya tertulis daknatturan perusahaan.
Ketentuan dalam peraturan perusahaan ini mengacda pduran yang
ditetapkan oleh pemerintah. Pengaturan pemerirdégmdhal uang pesangon
dimaksudkan untuk mengurangi perselisihan antarahbdan perusahaan
yang akan timbul akibat kesalahan dalam pemutushartyan kerja.

Pada praktiknya, pelaksanaan Undang-undang No. 18nTap03
tentang Ketenagakerjaan, menimbulkan gejolak di yarakat, terutama
masalah yang ada dalam Pasal 156 tentang kewajieanbayar pesangon.
Uang pesangon pada dasarnya adalah sejumlah uaggoleh Pengusaha
diberikan kepada pekerja yang terkena PHK bukannkaiesalahan atau
kehendak si pekerja sendiri. Pengertian pesangatadi memberikan makna
bahwa bagi Pengusaha uang pesangon adalah biagg yang harus
dikeluarkan, sedang bagi pekerja uang pesangoatadatana atau alat untuk
memenuhi kehidupan baik bagi dirinya sendiri maugaluarganya selama
menganggur setelah terkena PHK. Dengan demikianpatdecenderungan

pekerja untuk mendapatkan uang pesangon sebesagkimursedangkan

" nstudi Tentang Program Pensiun, Pesangon Dan TgajarHari Tua Lainnya”,
http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_jidk_pm/studi 2007/Studi-Program-
Pensiun%26Pesangon.pékses pada tanggal 4 Februari 2009.




pengusaha cenderung untuk memberikan pesangonilsekemkin bahkan
kalau perlu tidak memberikan uang pesangon dalamgkea penghematan
biaya pengeluaran perusah&aBerangkat dari konsep pesangon tersebut,
antara pekerja dan pengusaha terdapat dua kepmmtiygng saling
bertentangan yang memicu tejadinya konflik antagagpsaha/majikan dan
karyawan/pekerja.

Banyaknya peristiwva demonstrasi-demonstrasi burtdu gekerja
korban PHK menuntut pembayaran uang pesangon dikgaddorik besar
maupun di perusahaan-perusahaan yang berskala hreadar-akhir ini
merupakan fenomena yang tidak terbantahkan, balskaimg menghiasi
berita-berita di layar kaca maupun harian suratakaMasalah perburuhan
atau ketenagakerjaan pada hakikatnya merupakan sugalah abadi yang
sejak dahulu hingga sekarang dan tentunya untaknselamanya akan tetap
ada di mana-marfa.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangattzkmasalah
pengupahan (perburuhan) dalam menyelamatkan kapgantikedua belah
pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa metmdgk-hak yang sah dari
majikan. Dalam perjanjian perburuhan kedua belabkpdiperingatkan untuk

bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mers#hingga tidak terjadi

Aloysius  Uwiyono, “Dinamika Ketentuan Hukum tengan Pesangagh
http://www.anggreklawfirm.co.idAkses pada tanggal 4 Februari 2009.

% A. Ridwan Halim,Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1985), him. 5.



tindakan aniaya terhadap orang lain, juga tidakugikan kepentingannya

sendiri. Hal ini tercermin dalam firman Allah:

100 5alla3 Y 5 0 salladY

Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwakaneidak
dibayar secara adil dan bagian yang sah dari kaxgdsama sebagai jatah dari
hasil kerja mereka, tidak mereka peroleh. Sedangkag dimaksud dengan
penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaleda kekuatan industri
untuk membayar upah melebihi dari kemampuan méreka.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, makarik sekali
mengangkat fenomena yang terjadi, untuk diangkatjade sebuah topik
penelitian ilmiah, kemudian masing-masing dikajn dikevaluasi berdasarkan
Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penyusarumuskan
pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep yuridis terhadap kewajiban penndaysgang pesangon
sebagai kompensasi PHK dalam Pasal 156 Undang-umitant@ Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajibembayaran uang

pesangon sebagai kompensasi PHK?

10 Al-Bagarah (2) : 279.

11 Afzalur RahmanpDoktrin Ekonomi Isam, alih bahasa Suroyo dan Nastangin, (ed),
H.M Sonhaji dan Hadiyanto, (Yogyakarta: Dana Bh&¥#kaf, 2002), II: 363.



C. Tujuan dan Kegunaan
1 Tujuan

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep igurierhadap
kewajiban pembayaran uang pesangon sebagai kompeRbiks
dalam Pasal 156 Undang-undang No. 13 Tahun 2008nign
Ketenagakerjaan.

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan uhukislam
terhadap kewajiban pembayaran uang pesangon sekampensasi
PHK.

2 Kegunaan

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka mempektszanah
pengetahuan tentang hukum Islam, terutama yangaibenk erat
dengan ketenagakerjaan.

b. Diharapkan dapat berguna bagi para praktisi daeliietialam bidang
hukum Islam, juga dapat menjadi bahan bahasan lehjlit, sehingga
dapat berguna bagi umat Islam khususnya dan bahlgkmesia
umumnya.

D. Telaah Pustaka
Diskursus mengenai hukum ketenagakerjaan khususmgagenai
pesangon dan PHK memang merupakan suatu yang sida&hasing lagi,
baik itu berupa buku-buku atau berupa penelitigratgan. Namun sejauh

penelusuran pustaka yang dapat dilakukan penyidslmn ada tulisan yang



secara spesifik membahas tentang kewajiban membagag pesangon
sebagai kompensasi PHK ditinjau dari hukum Islam.

Buku-buku yang dapat dijadikan referensi dalam rkejignasalah
terkait, antara lain Lalu Husni dalam bukuny@engantar Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia, mencoba untuk merangkum beberapa produk
hukum yang berkaitan dengan dunia perburuhan dinesia, di mana sejak
zaman kolonial setidaknya Indonesia telah bergaetiundang-undangan
tentang ketenagakerjaannya sebanyak 15 kali. Boikecnémberi pengertian
defenitif tentang perburuhan, sumber-sumber yafadiian acuan hukum
perburuhan, hubungan kerja, penetapan upah, peamutwsbungan kerja,
jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan tenajga ke

Terdapat pula buku yang ditulis oleh Libertus Jehamg berjudul
Hak-hak Pekerja Bila di-PHK, yang berisi panduan praktis terkait
permasalahan PHK, seperti tentang alasan-aRid&nyang dapat dibenarkan
oleh undang-undang, syarat-syarat PHK, perhitungampknsasi PHK seperti
pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang jassebagainya, beserta
contoh-contoh cara menghitungnya.

Dalam hukum Islam, perjanjian kerja merupakan saédt bentuk dari
hukum perjanjian Islam yaitifarah. Dalam hal ini, terdapat buku yang ditulis

oleh Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. yang berjuddiukum Perjanjian

12 | alu Husni,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2008).

3 Libertus JehaniHak-hak Pekerja Bila di-PHK (Tanggerang:Agromedia Pustaka,
2007).



Syariah. Buku ini secara umum membahas mengenai teori d&tedn figih
muamalah, seperti proses terbentuknya akad, rukarsyhrat terjadinya akad,
tujuan akad, batal dan sahnya akad, akibat hukumnteteninasi (pembatalan)
akad™

Sedangkan dalam dunia penelitian, penyusun menemskauah
penelitian yang berjudul “Perjanjian Kerja Wakturféatu Dalam Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaamsg€ktif Hukum
Islam)” yang disusun oleh Fajar Widodo, yang jugambahas Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanumarya ini lebih
terkonsentrasi pada pembahasan mengenai buruh akBntrKemudian
Muhammad dalam skripsinya yang berjudul “Hak-hak agenKerja Dalam
Islam (Studi Atas Pemikiran Afzalur Rahman)” yangmbahas tentang hak
pekerja yang berhubungan dengan jaminan sosiadjetgeraan (upah) tanpa
eksploitasi dan jaminan kesehatan dan keselamatgark

Skripsi Ahmad Sowi dengan judul “Hubungan Kerja Burdan
Majikan Dalam Proses Produksi (Studi Banding Undamipng No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Hukumm)iskiarya tersebut

Juga membahas Undang-undang No. 13 tentang Ketemggakenamun

14 Syamsul AnwarHukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2007).

15 Fajar Widodo, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu &al Undang-undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Perspektif Hukunmiglaskripsi tidak diterbitkan, Fakultas
Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

® Muhammad, “Hak-hak Tenaga Kerja Dalam Islam (StAtis Pemikiran Afzalur
Rahman)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas SgarUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).



10

lebih menekankan pada kajian dalam konteks hubyrdganmerupakan studi
komparasi antara hukum positif dengan hukum Isiam.

Dari penelusuran karya skripsi dan buku yang tdlabbutkan di atas,
belum ada penelitian yang secara spesifik membadiaiang “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap kewajiban Membayar Uang Pesarfgeinagai
Kompensasi PHK (Studi Pasal 156 Undang-undang No.Tdlun 2003
tentang Ketenagakerjaan)”. Penelitian ini tentubgabeda dengan beberapa
penelitian dan buku yang tersebut di atas. Dalamelg@&n ini, lebih
difokuskan menganalisa kewajiban membayar uang pesarsebagai
kompensasi PHK dalam pandangan yuridis dan hukuemislilihat dari sisi
normatifnya.

E. Kerangka Teoretik

PHK merupakan suatu peristiwa yang tidak diharaplajadinya,
khususnya dari kalangan pekerja karena dengan PHikerja yang
bersangkutan akan kehilangan mata pencaharian uméuighidupi diri dan
keluarganya. Oleh karena itu, semua pihak yangb#rldalam hubungan
industrial (pengusaha, pekerja, serikat buruh danguintah), dengan segala
upaya mengusahakan agar jangan terjadi pemutusamdan kerja®

Dalam pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tald@3 2entang

Ketenagakerjaan disebutkan bahwa:

" Ahmad Sowi, “Hubungan Kerja Buruh dan Majikan Dal®roses Produksi (Studi
Banding Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang@négfakerjaan dengan Hukum Islam)”,
skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAINr&un Kalijaga Yogyakarta (2003).

'8 Lalu Husni,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, him. 185-186.
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"setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasijtang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Namun ketika terjadi PHK, pekerja tidak lagi mempeingenghasilan
sehingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidagi dirinya dan
keluarganya. Hal ini tentunya tidak sejalan dengpa yang diamanatkan
pasal tersebut di atas.

Namun demikian, PHK seringkali tidak dapat dihindatal ini dapat
dipahami karena hubungan antara pekerja dengarupaing didasarkan atas
kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam suatu ingdou kerja. Jika salah
satu pihak sudah tidak menghendaki lagi untuk a¢réitau diteruskan dalam
hubungan kerja, sulit untuk mempertahankan hubukgaja yang harmonis
di antara kedua belah pih&k.

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pemgusiwajibkan
membayar uang pesangon dan atau uang penghargaanker@ dan uang
penggantian hak yang seharusnya ditefima

Pesangon atau disebut juga uang pesangon merupakabayaran
uang dari pemberi kerja (pengusaha) kepada karydpekerja) sebagai

akibat adanya pemutusan hubungan Kerja.

19 Lalu Husni,Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial MelaluiPengadilan dan di
Luar Pengadilan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), him. 47

20 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenggake Pasal 156 ayat (1).
2L Kepmen Nakertrans Rl No.Kep.150/Men/2000 tentangy@lesaian Pemutusan

Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uamghd&gaan Masa Kerja dan Ganti
Kerugian di Perusahaan, Pasal 1 angka (6).
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Konsep ijjarah memang kerap menjadi rujukan para ulama, manakala
dihadapkan dengan persoalan perburuhan. Tapi bitesdp ini diterapkan
pada konteks perburuhan saat ipigrah terasa sempit untuk menengahi
persoalan buruh yang kian hari kian kompleks. Kamirdalamijarah sendiri,
teksnya memang belum terlalu jauh dan rinci mesiela aturan-aturan
mengenai jaminan sosial, jaminan hari tua dan Yginyang berhubungan
dengan buruh.

ljarah dapat dibedakan menjadi dua macam, ygiirh yang bersifat
manfaat(ijarah ‘ala al-a'van) danijarah yang bersifat pekerjaatyarah ‘ala al-
a‘mal). ljarah manfaat adalah akati mana pihak pertama mengambil manfaat
benda dari pihak kedua dalam jangka waktu dan &athatasan tertentu
dengan adanya imbalan atau upah. Sedanghkesh pekerjaan adalah akali
mana pihak pertama mengambil manfaat dari pihakiketengan batasan-
batasan tertentu dan pihak kedua akan mendapatkialan berupa upah
tertentu

Dalam kaitannya dengan hukum Islam, Pemutusan Haoukgrja
dapat dipandang sebagai suatu termin@aiak/) dalam akad perjanjian.
Adapun jenis-jenis terminagtasakh) dalam hukum perjanjian Islam, secara
umum meliputi®?

1. Fasakhterhadap akad fasid, yaitu akad yang tidak memesydrat-syarat
keabsahan akad, menurut ahli-ahli hukum Hanafi, kipaa telah

memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad.

22 syamsul AnwarHukum Perjanjian Syariah, him. 341.
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2. Fasakh terhadap akad yang tidak mengikgtair lazim) baik tidak

mengikatnya akad tersebut karena adanyakigkir (opsi) bagi salah satu

pihak dalam akad tersebut maupun karena sifat ilkagndiri yang sejak

semula memang tidak mengikat.

3. Fasakhterhadap akad karena kesepakatan para pihak umtniésasinya

atau karena adanyabun.

4. Fasakh terhadap akad karena salah satu pihak tidak neslakan

perikatannya, baik karena tidak ingin untuk melakkannya maupun

karena akad mustahil untuk dilaksanakan.

Pembahasan mengenai kewajiban pembayaran pesarigin bisa

lepas dari pembahasan hak. Pesangon sebagai kewpgbgusaha menjadi

hak dari pekerja. Adapun hak dan kewajiban pekesfmrss umum adalah

sebagai berikut®

1.

2.

Hak untuk memperoleh pekerjaan.

Hak atas upah .

Hak diperlakukan dengan baik.

Hak jaminan atas bahaya yang dialami dalam ling&arigerja.
Hak atas jaminan sosial.

Sedangkan kewajiban buruh yang merupakan hak majika
Buruh wajib melaksanakan pekerjaan yang diperjanjika

Buruh wajib bekerja sesuai dengan waktu yang ditemuk

23 Ahmad Azhar BasyirRefleks Atas Persoalan Keisaman Seputar Filsafat, Hukum,
Palitik dan Ekonomi (Bandung: Mizan, 1994), him. 191.
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3. Buruh menjalankan pekerjaannya dengan tekun, cetamateliti.
4. Buruh menjaga keselamatan barang yang dikerjakan.
5. Buruh wajib mengganti kerugian kalau ada barang yasak.

Secara mendetail al-Qur'an maupun as-Sunnah Nabi tidak
mengaturnya, karena upah (pesangon) adalah termdaidm bidang
muamalah yang senantiasa berkembang sesuai deogaisikmasyarakat.
Dalam bermuamalah, Islam memberikan kebebasan aeidak bertentangan
dengan ketentuan syariah. Sebab masalah muamalalu ®erkembang
seiring dengan perubahan zaman. Oleh sebab itu Isdak membatasi

bidang muamalah dengan ketentuan hukum yang kaksatapit.
245y ) e QAN do Lo ¥ Aaly) i) 8 JuaY)

Menurut Ahmad Azhar Basyir, muamalah dalam hukunantsl
memilki beberapa prinsip umum yang dapat dirumusieragai berikut?

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah aded#éhs, kecuali yang
ditentukan lain olehal-Qur'an dan as-Sunnah Rasul. Prinsip ini
mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kestmpuas
atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatamatah
baru yang sesuai dengan perkembangan dan kebuhdsymarakat.

b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa an€lngg unsur-

unsur paksaan.

4 Ridho RokamahA/-Qawaid al-Fighiyyah, Kaidah-kaidah Mengembangkan Hukum
Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), him. 43.

% Ahmad Azhar Basyir,Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)
(Yogyakarta: Ull Press, 2000), him. 16.
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c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mergkdganmanfaat
dan menghilangkan madharatalam hidup masyarakat. Hal ini
memberikan akibat bagi semua bentuk muamalah yaegusak
kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai laadi
menghindarkan  unsur-unsur  penganiayaan dan  unsur-un
pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Menurut Ibn Sina, sebagaimana dikutip oleh AbduHalky Al-Kaaf,
bahwa naluri manusia adalah berekonomi dan memerlpieangan dalam
hidupnya?® Oleh karena itu juga merupakan fitrah, jika manuséausaha
memperoleh kekayaan tadi. Sebab, keharusan mamusik memenuhi
kebutuhan-kebutuhan adalah suatu kemestian yaak taingkin dipisahkan
dari dirinya®’

Al-Qur’an maupun as-Sunnah Nabi telah memberikan perintadwdeep
manusia untuk bekerja/berusaha secara maksimahggghimendapatkan
balasan sesuai dengan apa yang telah dilaksantilak, lebih dan tidak
kurang.

Dalamal-Qur’an telah dijelaskan :

%6 Abdullah Zaky Al-Kaaf,Ekonomi Dalam Perspektif ISam (Bandung: Pustaka Setia,
2002), him. 172.

2" Tagyuddin an-Nabhaniylembangun System Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum
Islam, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Ris@akti, 1996), him. 65.
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Legalitas seorang kepala neggtdi/ amri) membuat paket regulasi
berkaitan dengan pekerja sudah barang tentu dirde&suuntuk membuat
tatanan sosial khususnya di dunia industri menjebih baik (maslahat).
Kemaslahatan dimaksud adalah kemaslahatan dua tkegsen vyaitu,
kepentingan pekerja dan pengusaha.

Dalam kaitan dengan ini terdapat Qaidah figih :

sialiaally La yia Ao Ll e aLeY) s

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap kkhij pemimpin
yang menyangkut hak-hak rakyatnya harus mempedratkemaslahatan
rakyatnya itu secara keseluruhan, bukan kemaslahp&orangan atau
kelompok saja. Maka oleh karena itu, kebijakan perts&h mengenai
kewajiban membayar uang pesangon sebagai kompeRblksiseharusnya
memperhatikan  kemaslahatan secara  keseluruhan, n buknya
memperhatikan kemaslahatan perorangan atau kelorspjek baik untuk
pekerja maupun pengusaha.

Tujuan utama syariah adalah meningkatkan kesegdriemanusia,

yang terletak pada perlindungan iman, hidup, detiyrunan dan harta. Apa

%8 An-Najm (53): 39.
29 Al-Muddassir (74): 38.

% Ridho Rokamahd/-Qawa'id al-Fighiyah, him. 67.
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saja yang memantapkan perlindungan kelima hal arupakan kemaslahatan
umum dan dikehendaft.
F. Metode Penedlitian
Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunadalah sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustdiardry research),
yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku setmgaber datany#.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifaDeskriptif Analitis, yaitu untuk melukiskan
secara sistematis fakta atau karakteristik popudssii bidang tertentu
secara aktual dan cernfatyang kemudian dilakukan analisis lebih
mendalam terhadap pokok permasalahan yang tekttwakgn.
3. Teknik Pengumpulan Data
Data penelitan ini adalah bahan pustaka yang measbhalengenai
kewajiban membayar uang pesangon sebagai kompdrPlisi dengan
bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-uratamglam hal ini
adalah Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Kgak&egaan, data

lainnya adalah al-Qur'an dan Hadis yang digunakamukumiembahas

31 Al-Ghazali, sebagaimana dikutip Umer Chagsham dan Tantangan Ekonomi, alih
bahasa, Nur Hadi Ihsan dan Rifgi Amar (Surabaysalgh Gusti, 1999), him. 1.

32 Sutrisno HadiMetodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), him. 9.

% M. Igbal HasanPokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2002), him. 22.
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secara normatif tentang kewajiban membayar uangngesasebagai

kompensasi PHK. Sedangkan sumber sekundernya, krihtkitab figih

serta ushul figh, buku-buku, jurnal, artikel, malaldan selainnya yang
mempunyai relevansi dengan permasalahan yang.dikaji

. Pendekatan Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini akan menggunakan eldegatan
yaitu:

a. Pendekatan vyuridis: Penyusun akan menilik persoaiantang
kewajiban membayar uang pesangon sebagai kompétsksidengan
seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yaohg di
Indonesia terutama yang berkaitan dengan masala panyusun
angkat. Sehingga akan diketahui konsep dasar dbagrldaan hukum
tersebut

b. Pendekatan normatif: penyusun akan mengkaji masalahgan
meninjaunya dari sudut hukum Islam, kaitannya denkewajiban
membayar uang pesangon sebagai kompensasi PHKiggahakan
dapat diketahui dasar hukum Islamnya.

. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secaaditktif dengan
menggunakan metode deskriptif analitis, penyusureli dahulu
menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahg penyusun
bahas kemudian dianalisis dengan menggunakan patadekyang

ditentukan, sedangkan penalaran yang digunakank untenganalisa
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masalah penyusun menggunakan metode sebagai berikut
a. Metode Deduktif
Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan
menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudiiznik suatu
kesimpulan yang bersifat khustisMetode ini diperuntukan bagi
pembahasan mengenai analisis hukum Islam terhadayajikan
membayar uang pesangon sebagai kompensasi PHK.
b. Metode Induktif
Penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan saal
Induktif, berangkat dari norma-norma yang khususgydigeneralisasi
untuk ditarik asas atau doktrin umum hukéfmMetode ini
dipergunakan untuk mengetahui konsep yuridis kewaajiimembayar
uang pesangon sebagai kompensasi PHK dalam Undaaggiivb.13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan disusun terdiri dari linta den setiap bab
terdiri dari beberapa sub judul. Bab Pertama adpétdahuluan, dalam bab
ini akan dijelaskan latar belakang masalah, pokdaksatah, tujuan dan
kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metpdeelitian dan

sistematika pembahasaan.

% Jujun S. Suriasumantrfilsafat [Imu Sebuah Pengantar Populer, cet. ke-4 (Jakarta :
Sinar Harapan, 1987), him. 48-49.

% Amir Muallim dan Yusdani Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam (Yogyakarta: Ull
Press Indonesia, 1999), him. 9.



20

Bab kedua menjelaskan tentang hukum perjanjiaa k&égrah) dalam
hukum Islam. Dalam bab ini terdiri dari, pengertigarah, dasar hukum
ijarah, rukun dan syarafjarah, pembagianiarah, hak dan kewajiban para
pihak dalamijarah, berakhirnya akadjarah danterminasi akad dalam hukum
perjanjian Islam. Bab ini merupakan dasar-dasauimugang digunakan untuk
menganalisa bab selanjutnya.

Bab ketiga secara umum merupakan data utama merigamajiban
membayar uang pesangon sebagai kompensasi PHK dildang-undang
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Balteidiri dari sekilas
tentang Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang nKgéderjaan,
pengertian Pesangon, pengaturan PHK dalam Undarajigndo. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan kewajibarmbangar uang
pesangon dalam pasal 156 Undang-undang No. 13 Tapn08 tentang
Ketenagakerjaan dan tabel kompensasi PHK.

Bab keempat membahas analisis terhadap kewajibabgy@aran uang
pesangon sebagai kompensasi PHK dalam pasal 156 ¢noddang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bab ini tedhri analisis yuridis
terhadap kewajiban pembayaran uang pesangon sédmagpensasi PHK dan
analisis hukum Islam terhadap kewajiban pembayaaag pesangon sebagai
kompensasi PHK.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi tentaegirkpulan dan

saran.



BAB ||
HUKUM PERJANJIAN KERJA (IJARAH)

DALAM ISLAM

A. Pengertian Ijarah

Islam menempatkan majikan dan pekerja dalam kedudukang
setara, keduanya saling membutuhkan satu dengan lgammya. Hubungan
keduanya adalah kemitraan dalam bekerja, majikamlahdorang yang
memiliki dana dan membutuhkan kerja manusia, searerekerja adalah
pemilik tenaga yang memerlukan dana. Keduanya gsatmembutuhkan,
karenanya harus diatur agar masing-masing dari eig@d@u menjalankan
tugasnya dengan baik dan mendapatkan bagiannyea sezar.

Konsep Islam tentang hubungan kerja majikan darenpekadalah
konsep persewaafyjarah). Konsep persewaan meniscayakan keseimbangan
antara kedua belah pihak, sebagaista’jir (penyewa) damnu’jir (pemberi
sewa). Penyewa adalah pihak yang menyerahkan upahméadapatkan
manfaat, sedangkamu’jir adalah pihak yang memberikan manfaat dan

mendapatkan upah.
ljarah secara etimologi berartizdiall &= (menjual manfaat), baik
manfaat suatu benda maupun jasa atau imbalan elasiga seseorang.

Sedangkan secara terminologi syara' ulama fidilgaha’) memberikan

batasan terminologi atas ak&drah yang berbeda-beda redaksinya, walaupun

! Rahmat Syafe'iFigih Muamalah(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), him. 12.
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mengarah pada substansi yang sama. Beberapa idekatsijarah menurut
para Ulama figih adalah sebagai berikut:

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan jjarah sebagai transaksi
terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan, delami imbalan terhadap
pekerjaan seseorang yang telah bekerja dengan @@mglengan memakai
jasa tenaganya.

Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan jjarah sebagai transaksi
terhadap manfaat yang dituju tertentu, bisa dinskén dengan suatu
imbalan tertentu. Dalam arti memanfaatkan suatu dextdu sewa menyewa
atau menyewa jasa seseorang atas jasanya.

Ulama Mazhab Maliki mendefinisikanijarah merupakarsuatu akad
yang memberikan pengertian kepemilikan atas magtaad dibolehkan (oleh
syara’) untuk suatu masa yang jelas dengan sudsaiam tertentu.

SedangkarMazhab Hambali mendefinisikanjarah adalahakad atas
sesuatu yang dibolehkan (objeknya) yang diketabogen jelas, bisa diambil
(manfaatnya) secara bertahap dan jelas, dengataimyzng jelas.

Beberapa definisi tentangarah lainnya yaitu: jjarah adalah pemilikan
hak atas manfaat dari penggunaan sebuah aset sgaatiaari pembayarah.
Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dakitab a/-‘Umm yang

dikutip oleh Adiwarman A. Kariemjarah bermakna suatu akad yang berisi

2 Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Figh 'ala Mazahib al-Arba'ah (Beirut: Dar al-Fikr,
t.t.), 11l: 94-98.

3 http://www.tazkiaonline.com/artikel. ijaroh.php3®s## Akses pada tanggal 21 Februari

2009.
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penukaran manfaat sesuatu dengan jalan membeniaalan dalam jumlah
tertentu’
MenurutHasbi ash-Shiddieqy, ijarah adalah:
& e, oasm LSl (sl 83 (ol dadia o A3l de g g Sie
5@’\.‘;«3\
Dari berbagai rumusan definisi di atas, dapat gisiken bahwajarah
adalah suatu akad ataupun perjanjian berkaitan amengemakaian,
pemanfaatan ataupun pengambilan atas manfaatseradia tertentu atau atas
pengambilan jasa dari manusia dalam waktu tertdisiertai dengan imbalan
atas pekerjaan atau perbuatan yang telah dilakykann
B. Dasar Hukum Jjarah
Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontraigaerpara
pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk aemsgbuf Adapun dasar
hukumnya baik bersumber langsung dafQur’an ataupun a$unnah dan
ljma’.
a. Landasaral-Qur’an.

Firman Allah SWT:

4 Adiwarman A. KariemEkonomi Islam Satu Kajian Kontempordakarta: Gema Insani
Press, 2001), him. 100.

® Teungku Muhammad Hashih-Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalal{Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 1999), him. 94.

® Tagyuddin an-NabhaniMembangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Ituku
Islam,alih bahasa, Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Ris@akti, 1996), him. 82.
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uﬂ\ﬁhﬂ\@wa@ywu&aﬂ:JMJuMeﬂ
Cran ) 9 B don Liamy aguiany 330 Cla 3 (amy (358 aguiany Lind )
T Osmany e padh
Ayat tersebut mengandung anjuran untuk saling ny&kgni antara
orang yang dikaruniai kelebihan —di satu sisi darsisi lain memiliki
kekurangan— anugerah Allah dengan orang yang kegara—di satu sisi
dan di sisi lain memiliki kelebihan—. Agar manusiapdt saling tolong

menolong dan saling tukar prestasi, sehingga masaging manusia

dapat mencukupi kebutuhannya.

Dalam ayat lain, Allah SWT menegaskan:
il Lo atalu 13) aSile Flin Db 2SSV 1 ) g yiad () Qo 0
8 iy (O sbant Loy ) 1 ) gale) g ) 158505 g ymally

Ayat di atas menggambarkan bahwa manusia tidakléjses dari
orang lain, terutama dalam mencapai tujuan padehaidak mampu
menyelesaikannya sendiri. Dan Islam menganjurkankumtenggunakan
(menyewa) jasa orang lain sebagai solusi bagi psafabkannya.
Dicontohkan dalam ayat di atas dengan menyusukaknga kepada
orang lain, maka ia harus membayar upah atas apaditakukan orang

yang menyusui anaknya tersebut.

" Az-Zukhruf (43): 32.

8 Al-Bagarah (2): 233.
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Dengan mengacu kepada beberapa ayat di atasafelaahwa
sewa menyewa ataijarah merupakan salah satu bentuk muamalah yang

diperbolehkan dan disyari'atkan dalarQur’an.

b. Landasan Sunnah.

Sabda Rasulullah SAW:
gﬁﬁ@oidﬁoﬁi J,);‘Y\ \j.kx:\
Hadis di atas mengisyaratkan, bahwaah sudah disyari'atkan

dalam Islam sejak masa Rasulullah.

c. Landasarijma’

Kemudian dasar hukum lain dari ak&drah adalah adanygma’
(consensus)dari umat Islam mulai sejak zaman sahabat dengan
mendasarkan pada argumentasi rasional bahwa kehutwian
jasa/manfaat bagi manusia adalah sama dengan kebutatas barang
yang bersifat material atau dapat dilihat. Kalakiraaya akad atas benda
itu dibolehkan, maka akad atas manfaat/jasa jugarhoya boleH°

C. Rukun dan Syarat Jjarah
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesudiingg@ sesuatu

itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yaegnbentuknya®

® Muhammad Yazid Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, "Bab Ajr al-Ajra" (Beirut: Dar al-
Fikr, t.t.), IT: 84, Hadis No0.827, Hadis Riwayat 'Abdillah Ibn 'Umar.

1 Wahbah az-Zuhaili, A/-Figh al-Islam wa ‘Adillatubu (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV:
731.

1 syamsul Anwar,Hukum Perjanjian SyariahJakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007), him. 95.
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Dalam kaitan dengan akaglarah, menurut ulama Hanafiyah, rukujtrah
hanya jjab dan gabul Sedangkan menurut Jumhur Ulama, sebagaimana
dikutip oleh Wahbah az-Zuhajlgalam suatu perjanjiafiarah ada beberapa
rukun yang harus dipenuhi olékberapa pihak, yaitu: (1). Adanya pihak yang
berakad(ajir dan musta’jir), (2). Sigat al-‘aqd (ijab dan qabul), (3). Ujrah
(upah),dan (4).Manfaat'

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad aths
memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat ibgsfunembentuk akad.
Syarat-syarat ini disebuyurut al-in‘igad (Syarat terbentuknya akad). Adapun
rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang berakad, harus memenuhi dua syarat pertama,
tamyiz,** dan kedua, berbilang pihak atau lebih dari satu pihgi-
ta‘addud), hal ini dikarenakan akad itu merupakan pertemiiai dari
salah satu pihak dagaba/ dipihak lain'® Kemudian dalam hal syarat
orang yang melakukan akad harus dewasa/-balig) adalah persyaratan

yang dibuat oleh ulamMazhab Syafi'i dan Hambali. Sedangkan dalam

12 Wahbah az-Zuhaili, A/-Figh al-Islam wa ‘Adillatubu, \V: 731.
13 Syamsul AnwarHukum Perjanjian Syariathim. 97.

14 Usia tamyiz dalam figih dinyatakan mulai sejak usia tujuh th&etentuan ini

dipandang sebagaimyiz dalam kaitan dengan masalah ibadah. Namun, dadgamkya dengan
masalahmu‘amalah maliah (hukum harta kekayaan), menurut Syamsul Anwarertligan usia
lebih besar, tetapi belum matan@r-rusyd), yaitu usia 12 tahun hingga 18 tahun. Hal ini
didasarkan kepada pendapat dala@m7ugni bahwa anak dapat melakukan tindakan yang murni
menguntungkan pada usia 12 tahun. Dan dalam pettodgz ini, seorang anak di samping
memiliki kecakapan menerima hukum sempurna juga itiketkecakapan bertindak hukum tidak
sempurna, lihat Syamsul Anwatukum Perjanjian Syariathim. 112-118

15 bid, him. 120.
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pandanganmazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa orang yang
melakukan akad tidak harus dewasa, tetapi anak ye@ay mumayyiz
boleh melakukan akaglarah dengan ketentuan ada persetujuan walihya.

2. Sigat al-‘aqd (pernyataan kehendak para pihak) harus memenuhatsya
Syarat yaitupertama,adanya persesuaidjab dan gabul, dengan kata lain
tercapainya kata sepakat. Da&m®dua, kesatuan majelis akad, vyaitu
penutupan akad harus terjadi dalam satu majelig yama’

3. Upah (al-ujrah), teknisnya dengan membuat kesepakatan baik kadar
maupun tata cara pembagiannya. Upah atau imbaldahaplrimbangan
atas jasa atau kemanfaatan. Para ulama telah sepakava syarat
uyirah atau upah, vyaitu: (1). Berupa harta tetap, yang adap
diketahui. (2). Tidak boleh sejenis dengan baramopfaat dariijarah,
seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengaremgeati rumah
tersebut®

4. Manfaat (tujuan akad) disyaratkan tidak bertentandgngan syara’. Hal

ini didasarkan pada kaidah:
195 sm Y aladdl e jlaiily)
Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akatadi memerlukan

kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna, waladgrugan memenuhi

18 Wahbah az-Zuhaili, A/-Figh al-Islam wa ‘Adillatuhu, \V: 724.
1" Syamsul AnwarHukum Perjanjian Syariathim. 98.
'8 Rahmat Syafe'iFigih Muamalah him. 129.

19 bid, him. 128.
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rukun dan syarat terbentuknya, suatu akad memadghsterbentuk dan
mempunyai wujud yuridis syar’i, namun belum sertrtan sah. Untuk sahnya
suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya ale@derlukan unsur-
unsur yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsiyep®gurna ini disebut
syurit as-sihhah (Syarat-syarat keabsahan ak#d).
Adapun syarat-syarat keabsah#@yurut as-sihhah) ijarah adalah
sebagai berikut:
1. Kerelaan dua pihak yang melakukan &kad
Apabila salah seorang yang berakad tidak rela @datam keadaan
terpaksa maka akad tersebut dipandang tidak sélgaenana firman

Allah SWT:
O 3kt (S8 O Y) Dl oS oS gal | ISE Y ) gl 03 Ll
oy oSy OIS ) ) Sl | S1E Y 5 oSi” a5
Namun demikian seorang ahli hukum Hanafi, Zufaragabmana
dikutip oleh Syamsul Anwar, berpendapat bahwa belzas ghksaan
bukan merupakan syarat keabsahan, melainkan adgéahat berlakunya

akibat hukum(syart an-nafaz) Artinya, menurut Zufar, akad yang dibuat

dengan paksaan adalah sah, hanya saja akibat hy&ubmium dapat

20 syamsul AnwarHukum Perjanjian Syariathim. 99.

2L As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, cet. ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983M/1403H), Il
200-201.

22 An-Nisa® (4): 29.
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dilaksanakan (masih tergantungiuzkuf) menunggu ratifikasi dari pihak
yang dipaksa apabila paksaan tersebut telah bétlalu

2. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk yang mubab atlal menurut
ketentuan syara’, berguna bagi perorangan atau arast. Pekerjaan-
pekerjaan yang haram menurut ketentuan syara’ tdbat menjadi
obyek perjanjian kerja.

3. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahuigén jelas. Kejelasan
manfaat kerja itu dapat diperoleh dengan pembatasdtu atau jenis
kerja yang harus dilakukan. Manfaat kerja yang rdied dariajir khas
pada umumnya ditentukan dengan pembatasan waké&sjhesedangkan
manfaat kerja datjir musytarak pada umumnya ditentukan dengan jenis
kerja yang harus diselesaikan.

4. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahuiatefgjas. Berapa
besarnya, apa wujudnya, dan juga waktu pembayarah@ebagaimana
Nabi bersabda:

250);‘ aadeld \J:\;i U_\);i:u.u\ \JJ

Apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-dyseebentuknya
dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akgatakan sah. Akan tetapi

meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akib@takukum akad

23 syamsul AnwarHukum Perjanjian Syarighhim. 100.

24 Ahmad Azhar BasyirRefleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafatkum,
Politik Dan Ekonomicet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), him.192.

3 Ap-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i, “Kitab al-Muzara‘ah" (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyah,
t.t.), VII: 31-32,Hadis No. 3715 Hadis RiwayatlIbrahim dari Abi Sa‘id.
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tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belapatddilaksanakan
akibat hukumnya itu —meskipun sudah sah-, disebkad amaukuf
(terhenti/tergantung). Untuk dapat dilaksanakabatkhnukumnya, akad yang
sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlalakilgat hukum(syurut an-
nafaz), yaitu: adanya kewenangan sempurna atas objek, alead adanya
kewenangan atas tindakan hukum yang dilakdkan.

Dalam kaitannya dengan akadrah, kewenangan sempurna atas objek
akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepelimatas objek yang
bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilikpdda objek tersebut tidak
tersangkut hak orang lain semisal objek sedangvdisen atau digadaikan.
Pemilik barang yang sedang disewakan atau sedgadailkan tidak memiliki
kewenangan sempurna atas miliknya yang disewakan digadaikan
tersebut. Sedangkan kewenangan atas tindakan hu&gmenuhi dengan
kedua belah pihak telah mencapai tingkat kecakdestindak hukum yang
dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.

Pada asasnya, akad yang telah memenuhi rukunny@ sSgarat
terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat beyalakibat hukum —yang
karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksarsdibat hukumnya— adalah
mengikat para pihak dan tidak boleh salah satukpimenarik kembali
persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatdnyahg lain. Namun ada
beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dak sieita merta mengikat,

meskipun rukun dan semua syaratnya telah terpeHahitu disebabkan oleh

6 syamsul AnwarHukum Perjanjian Syarigthim. 102.
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sifat akad itu sendiri atau oleh adanya lkakyar (hak opsi untuk meneruskan
atau membatalkan perjanjian secara sepihak) pdala satu pihak. Bebas dari
khiyarinilah yang disebut sebagai syarat mengikatnya akaurt a/-/uzim).*’

Dalam konteks akadijarah, syarat kelazimannya adalah sebagai
berikut?®

1. Barang sewaan terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada barang sewaan, maka panyew
(musta’jir) boleh antara meneruskan dengan membayar penuh
atau sebaliknya.

2. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwgaras batal karena
adanya uzur, sebab kebutuhan atau manfaat akarg halgabila ada
uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang bamg ya
menyebabkan kemadharatan bagi yang berakad. Uzataditikan
tiga macam yaitu:

a. Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindaihaich
mengerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkanates
atau pekerjaan menjadi sia-sia.

b. Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yasgwiakan harus
dijual untuk membayar hutang dan tidak ada jalan kecuali

menjualnya.

27 | bid, him. 104.

8 Rahmat Syafe'iFigh Muamalahhlm. 129-130.
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c. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa karaadim
tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewahpinda
D. Pembagian Jjarah

Secara garis besafarah dari segi manfaatnya dibagi menjadi dua
macam, pertama, ijarah yang mengambil manfaat atas benda, seperti
menyewakan wilayah, tanah, hewan, benda yangidaias ‘ala al-a‘yan) dan
kedua,ijarah yang mengambil manfaat atas tenaga, tindakan,gaperti para
pekerja, buruh bangunagjarah ‘ala al-a‘mal).?® Sedangkan lbnu Qudamah
membagi ;jarah menjadi tiga macam, yaitpertama, ;jarah benda nyata,
seperti menyewakan rumaKedua, jjarah jasa jaminan, seperti angkutan.
Ketiga, ijarah pekerjaan/jasa seperti tukang jdhit

Dalam jjarah a‘mal atau manfaat pekerjaan, akad yang terjadi di sini
adalah pihak pertama mengambil manfaat dari pekerjpihak kedua
(buruh/pekerja) dengan batasan-batasan tertentn, pidaak kedua akan
mendapatkan imbalan berupa upah tertentu pula.

Dalam akadijarah yang dalam hal ini obyeknya adalah pekerjaan,

pekerja atau buruh dibagi menjadi dua macam, yaitu:

Pertama, ajir khas adalah orang yang disewa dalam jangka waktu
tertentu untuk bekerja. Jika waktunya tidak tertefrah menjadi tidak sah.

Apabila seorangzjir khas menyerahkan diri kepadausta’jir untuk suatu

29 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islam wa ‘Adillatubu, \V: 759.

%0 Ibnu Qudamah, A/-Kaff fi Figh al-Imam al-mujabbal Ahmad Ibn Hanbal, cet. ke-5,
(Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1408 H/1988 M), II: 305.
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masa tertentug/ir khas tidak boleh bekerja pada orang lain, selain orzarg
telah berakad dengannydjir khas berhak mendapat bayaran penuh apabila
musta’jir membatalkanijarah sebelum berakhirnya masa yang disepakati,
selagi tidak ada uzur yang mengharuskan terjadpsmbatalan(fasakh).
Sepertigjir tidak mampu bekerja atau terserang penyakit yanuyetembkan
ajir tidak mungkin melakukan tugas kewajibannya.

Apabila didapati adanya uzur berupa cela atau lemabva jir boleh
membatalkanjarah. Dan ajir khas tidak mendapatkan bayaran kecuali untuk
waktu yang telah dikerjakannya. Dengan demikiamusta’jir tidak
berkewajiban membayar penuh. Dan bagr khas tidak ada kewajiban
menjamin kerusakan, kecuali dengan sengaja atdebietebihan. Apabila
terdapat kerusakan yang diakibatkan olehnya sebariebih-lebihan atau
terdapat unsur kesengajaan ia wajib menggantieypers halnya orang-orang
yang diberikan amanat.

Kedua, ajir musytarak yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu
orang, di mana mereka secara bersama-sama merkanfaséperti tukang
celup/pewarna, tukang jahit, pandai besi, tukangikdan binatd? Apabila
ajir musytarak melakukan kesalahan atas pekerjaannya, maka konsep
pertanggungjawabannya kemungkinan ada tigaHeatama,kalau kerusakan
itu terjadi karena tindakan pelanggaran yang diakusendiri, maka pekerja

wajib menggantinya atau menanggung resikoKyalua,kalau kerusakan itu

31 As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, |II; 208-209.

32 | pid, him. 2009.



34

akibat sesuatu yang berada di luar dirinya, segeldiakaran atau kebanjiran
maka tidak ada kewajiban menanggungni{atiga, kalau kerusakan itu
karena hal lain di luar dirinya, seperti baju jahitdimakan tikus maka
menurut Abi Yusuf dan Muhammad, wajib menanggungkeessedangkan
menurut Abi hanifah tidak. Dalam pandangan Imam AhfriacdHanbal tidak
ada kewajiban menanggung resiko bagi seorang pekeatas kerusakan
barang yang tidak ditemukan adanya unsur kelakaga*
. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jjarah
Perjanjian kerja yang telah memenuhi rukun dan adgga akan
menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah p#edara berimbang
karena hak dari satu pihak menjadi kewajiban bawkpyang lain. Hak dan
kewajiban ini harus dilaksanakan oleh kedua belamakpiyang telah
mengikatkan dirinya dalam akad untuk dapat terperyahkebutuhan kedua
belah pihak tersebut. Adapun hak dan kewajiban lbpekierja secara umum
adalah sebagai beriktft:
1. Hak atas upah yang telah diperjanjikan
Pada dasarnya upah atau gaji yang diberikan majkepada
pekerja bukanlah kebaikan hati dari majikan akaapiemerupakan nilai
atau balasan yang diperoleh atas pekerjaan. Oleim&atu, jika seorang
majikan melalaikan kewajibannya untuk membayar upahka pekerja

berhak untuk menuntutnya.

% Ibnu Qudamah, A/-Kafi fi Figh, I: 324.

3 Ahmad Azhar BasyitRefleksi Atas Persoalan Keislamaim. 192-193.
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Bagi ajir khas hak atas upah ditekankan pada kehadirannya
menyerahkan diri untuk melakukan pekerjaan dalamtwagkng telah
ditentukan. Sedang bagjir musytarak hak atas upah ditekankan pada
diselesaikannya pekerjaan yang diperjanjikan.

. Hak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kenagumyai

Keterampilan sesorang merupakan aset pribadi @ekégkan
milik majikan. Sehingga, ia tidak terbebani untn&lakukan sesuatu yang
berada di luar miliknya (ketrampilannya). Dengariak&in, seseorang
berhak untuk menolak suatu pekerjaan yang diras#t dan di luar batas
kemampuannya.

. Hak diperlakukan dengan baik

Pekerja berhak atas perlakuan baik dalam kedudykasebagai
manusia yang berkehormatan. Pekerja berhak menapel@nikmatan
bekerja, waktu beristirahat cukup, jam bekerja tehadan sebagainya.

. Hak mendapatkan keselamatan, kesehatan dan pedjadikerja.

Sebagai konsekuensi akad, pihak majikan bertanggmab atas
berbagai hal yang menyangkut keselamatan pekerjgh ®hrena itu,
pihak pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan pekly kesehatan
dan perawatan secara teratur agar bisa menjalant@kerjaan
sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Para fugaha mengharuskan majikan untuk memberikggaaan
biaya perawatan kesehatan bagi setiap orang daldto watu sesi kerja.

Biaya tersebut perlu dipersiapkan lebih awal, karédak diketahui
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dengan pasti kapan para pekerja itu akan jatuht.sAkialah sebuah
kesalahan (dan juga termasuk perbuatan menganiga) majikan
membiarkan pekerjanya sakit, di mana yang sakitni@sih menjadi
tanggungannya selama dalam jangka waktu yang teroardalam
perjanjian kerja.

5. Hak atas jaminan sosial
e 4l Gl See W (g e Jolis alus adde Al Lo ) Cizas
Oas 4la 2318 adla b Gl ) 2T il da 5 ) ) Y e 2ala
BJe sed el (5 g Lind sl
Aaxlali 02y Can oA Jua (e Syl Cn ) pglan oSH ) aa
by Lo 4dlS (8 aalay Lo Jamll (h0 48155 Y 5 Gl U 4l 5 ST G

Kedua hadis di atas menjelaskan bahwa, kesejahtesaaial
pekerja harus senantiasa diperhatikan oleh pengussdhingga bisa
mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan dantukebu sosial

masyarakat lainnya.

%5 Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad (Mesir: Dar al-Ma“arif, 1988), Hadis No.
1139.

% Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, "Kitab al-Adab, Bab Ma Yunha asy-Syibabi al-La'n"
(Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VII: 85, Hadis Riwayat Abu Zar al-Gifari.
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Sedangkan kewajiban buruh yang merupakan hak majikan
1. Buruh wajib mengerjakan sendiri pekerjaan yang ¢hpgkan
Kewajiban pekerja mengerjakan sendiri pekerjaan yang
diperjanjikan terutama menyangkulir khas (pekerja khusus). Jika
menyangkut pekerja umurtajir musytarak) harus disebutkan syarat-
syaratnya ketika perjanjian dilakukan dan harugphgati pihak-pihak
yang terlibat.
2. Buruh wajib bekerja sesuai dengan waktu yang ditemuk
Kewajiban pekerja agar bekerja benar-benar padaualkig telah
diperjanjikan terutama menyangkut manfaat kerjagydiperoleh dengan
ketentuan waktu. Dalam waktu bekerja yang telah disefekerja tidak
dibenarkan bekerja untuk orang lain. Jika ditentukaisalnya bekerja
sehari selama delapan jam, maka pekerja wajib mkdak pekerjaan
dalam waktu yang telah ditentukan tersebut. Jikandakaktu yang telah
ditentukan tersebut pekerja datang untuk melakusekerjaan, tetapi
ternyata tidak ada pekerjaan yang dikerjakan, npeherja tersebut telah
dipandang bekerja sesuai dengan ketentuan wakig telah disetujui
oleh kedua belah pihak.
3. Buruh menjalankan pekerjaannya dengan tekun, cetamateliti
Kewajiban pekerja untuk bekerja secara cermat dajadalam
hadis riwayat al-Baihagi yang menyatakan bahwa Athemcintai pekerja
yang melakukan pekerjaannya dengan cermat. Dars Hdabi tersebut

diperoleh ketentuan bahwa jika pekerja dengan $&ngengerjakan
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pekerjaan secara acak-acakan berarti telah medalaidewajiban, dan
sekaligus berarti mengkhianatiustajir yang akan mengalami kerugian
akibat ulah pekerja. Bekerja tidak cermat atasrkgg@an dapat termasuk
kecurangan.
. Buruh menjaga keselamatan barang yang dikerjakan

Kewajiban menjaga keselamatan barang yang diperaayedpada
pekerja menyangkudjir khas dan ajir musytarak. Khusus mengenair
khas dalamal-Qur'an disebutkan:

37 maY) (5 8l < opalind e i ol e el cuf U Laaas)

Ayat di atas menceritakan perihal Nabi Musa yangeksn
diangkat menjadi Rasul pernah menolong dua anakngmran Nabi
Syu’aib. Salah seorang putri Nabi Syu’aib memintpakia ayahnya agar
mempekerjakan Musa (untuk menggembala kambing).atBiannya
bahwa Musa adalah seorang yang kuat fisiknya damalbek jujur. Unsur
kejujuran ditekankan dalaml-Qur'an bagi pekerja yang bekerja pada
orang lain. Barang yang diamanatkan kepada pekeras dipelihara
ibarat harta anak yatim yang wajib dijaga keselanmgia.

. Buruh wajib mengganti kerugian kalau ada barang yasak

Kewajiban pekerja mengganti kerusakan barang yangagaik

kesewenangannya tertuju kepada pekerja yang méssabarang atas

kesengajaan atau kelengahan.

37 Al-Qasas (28): 26.
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F. Berakhirnya Akad Jjarah
Akad jjarah berakhir apabila terjadi hal-hal berik{it:

a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah yang tarbatau baju yang
dijahitkan hilang.

b. Habisnya tenggang waktu yang disepakati dalam @kash. Apabila
yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikepada
pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah geseorang, maka
ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepaitah seluruh
ulama figih.

c. Menurut ulamaviazhab Hanafi, wafatnya salah seorang yang berakad,
karena akadjarah tidak dapat diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur
ulama, akadijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang
berakad, karena manfaat bisa diwariskan dan gkath sama dengan
jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yangakad.

d. Ulama Mazhab Hanafi memperbolehkan meakh ijarah, karena
adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Segeseorang yang
menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanyzaker, atau
dicuri, atau dirampas atau bangkrut, maka ia benekyasakh ijarah.
Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang bissnimatalkan akad
ijarah tersebut hanyalah apabila objeknya mengandungt cetea

manfaat yang dituju dalam akad itu hilang.

% Ensiklopedi Hukum IslamAbdul Aziz Dahlan (ed.) (Jakarta: PT. Ichtiar Baran
Hoeve, 1996), II: 663.
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G. Terminas Akad Dalam Hukum Perjanjian |lam

Yang dimaksud terminasi akad adalah tindakan menggerjanjian
yang tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelussaepelaksanaannya.
“Terminasi akad” dibedakan dengan “berakhirnya &kdiinana berakhirnya
akad berarti telah selesainya pelaksanaan akadh&apara pihak telah
memenuhi segala perikatan yang timbul dari akaskbert sehingga akad telah
mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para kpifdedangkan
terminasi akad adalah berakhirnya akad karem@adiz (diputus) oleh para
pihak dalam arti akad tidak dilaksanakan karensusaiau lain seba®.

Istilah hukum yang digunakan oleh ahli-ahli hukusiam untuk
pemutusan akad ini adalafisakh. Hanya saja katd fasakh’ terkadang
digunakan untuk menyebut berbagai bentuk pemutakand, dan kadang-
kadang dibatasi untuk menyebut beberapa bentuk toearupemutusan akad
saja. Secara umurfisak/ (pemutusan) akad dalam hukum Islam melig@iti:

1. Fasakhterhadap akad fasid, yaitu akad yang tidak memesydrat-syarat
keabsahan akad, menurut ahli-ahli hukum Hanafi, kipas telah
memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad.

2. Fasakh terhadap akad yang tidak mengik@tair /azim), baik tidak
mengikatnya akad tersebut karena adanyakigkar (opsi) bagi salah satu
pihak dalam akad tersebut maupun karena sifat iakagndiri yang sejak

semula memang tidak mengikat.

39 syamsul AnwarHukum Perjanjian Syariathim. 340.

% 1hid, him. 340-341.
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3. Fasakhterhadap akad karena kesepakatan para pihak urtiérasinya
atau karena adanyabun.

4. Fasakh terhadap akad karena salah satu pihak tidak melakaa
perikatannya, baik karena tidak ingin untuk melak&annya maupun
karena akad mustahil untuk dilaksanakan.

Dalam kaitannya dengan akadrah —yang telah memenuhi rukun dan
syarat-syaratnya—penyusun mengesampingkan bentidaks pada angka (1)
dan (2). Dan bentukisakh pada angka (3) dan (4) meliputi 4 hal yditu:

1. Terminasi akad berdasarkan kesepakgiéingalah)

Terminasi akad dengan kesepakatariigalah) adalah tindakan
para pihak berdasarkan kesepakatan bersama unhgakieri suatu akad
yang telah mereka tutup dan menghapus akibat hukang timbul,
sehingga status para pihak kembali seperti sebtdgadinya akad yang
diputuskan tersebut. Dengan kata lain terminasi attadgan kesepakatan
(al-igalah) adalah kesepakatan bersama para pihak untuk nmmghiad
dengan segala akibat hukumnya sehingga sepeltipielmah terjadi akad.
Dengan demikian, akibat hukum dari terminasi akexgdn kesepakatan
(al-igalah) tidak hanya berlaku sejak dilakukannya pemututsapi juga
saat dibuatnya akad. Dengan kata laia/ah mempunyai akibat hukum

berlaku suruf?

“1bid, him. 341.

“2bid, him. 342.
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Landasan hukum daryalah adalah hadis Nabi yang diriwayatkan

oleh Ibn Hibban, yang berbunyi:

8l g 43 e ) JU ey Laals JB1 (e

Agar pemutusan akad sah, harus dipenuhi syaragitsgabagai

berikut:

1.

Igalah terjadi atas akad yang termasuk jenis akad yapgtdfi fasakh
(diputuskan).

Adanya persetujuan (kesepakata) kedua belah pihak.

Bahwa objek akad masih utuh/ada dan ada di tandah satu pihak,
yang berarti bila objek telah musnakbyg/ah tidak dapat dilakukan, dan
bila musnah sebagian dapat dilakukan terhadap magiag masih
utuh dengan memperhitungkan harga secara propatsion

Tidak boleh menambah harga dari pokok, kargma#h adalah suatu
pembatalan; namun biaya pembatalan dibebankan &epaahg
meminta pembatalan.

Terdapat pula beberapa ketentuan hukum tentaiigh, yaitu:
Karena akad terjadi dengajub dan gabul para pihak, maka yang
berhak melakukangalah adalah para pihak bersangkutan. Namun
demikian, hak ini juga diperluas kepada ahli waiisga wakil

(penerima kuasa) dengan kuasa dari pihak yang keseata fuduli

“3 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1414/1993), XI: 492,
Hadis No. 5029.
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(pelaku tanpa kewenangan) dengan akibat hukumnya yeawu
berlaku setelah mendapat ratifikasi dari yang derha

2. Hapusnya akad yang telah dibuat berikut akibat mrga dan para
pihak dikembalikan kepada status semula sepertlsebterjadi akad.
Karena itu untuk dapat dilakukaipa/ah disyaratkan bahwa objek akad
masih ada.

3. Segala yang berkaitan dengan akad juga bubar, tsepkad
penanggungan yang mengikuti akad pokok.

4. Bagi pihak ketiga, igalah merupakan suatu akad baru dalam
memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga beitse

5. Bagi igalah berlaku khiyar syarat dankhiyar cacat, misalnya penjual
menemukan cacat yang terjadi di tangan pembeli jadang yang
dikembalikan pembeli yang tidak diketahui oleh pahj saat
melakukan igalah, maka ia berhak mengembalikan barang tersebut

kepada pembeli (tidak jadi melakuk&a/ah).

. Terminasi akad melaluirbun

Adakalanya suatu akad disertai semacam tindakamnmupara
pihak yang memberikan kemungkinan kepada masingamasntuk
memutuskan akad bersangkutan secara sepihak deneganikul suatu
kerugian tertentu. Ini tercermin dalam pembayarangydalam hukum
Islam dinamakanurbun (semacam uang panjar/cekeram). Di kalangan
ahli-ahli  hukum Islam klasik, urbun merupakan institusi yang

diperdebatkan apakah sah atau bertentangan dengamHhslam. Jumhur
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ahli hukum Islam klasik berpendapat bahweun tidak sah menurut
hukum Islam. Di lain pihakmazhab Hambali termasuk Imam Ahmad
sendiri memandangrbun sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan
dengan hukum Islarf.

Beberapa KUH Perdata di Negara-negara Islam yang atidas
kepada hukum syariah juga menerima pandangan Harbalang
menganggapurbun sebagai sesuatu yang sah. Dalam Kitab Undang-
undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab Pasal 148 ddaabkndang-
undang Hukum Perdata Irak Pasal 92, sebagaimantipddteh Syamsul
Anwar ditegaskai®

1. Pembayaranurbun dianggap sebagai bukti bahwa akad telah final
di mana tidak boleh ditarik kembali kecuali apaldiieentukan lain
dalam persetujuan atau menurut adat kebiasaan

2. Apabila kedua pihak sepakat bahwa pembayardmn adalah

sebagai sanksi pemutusan akad, maka masing-mashak p

mempunyai hak menarik kembali akad; apabila yanghateskan

akad adalah pihak yang membayabun, ia kehilanganurbun
tersebut dan apabila yang memutuskan akad adaketk yiang
menerimaurbun, ia mengembalikamrbun ditambah sebesar yang
sama.

Ketentuan ini memperlihatkan adanya dua tujusmmn. Pertama,
urbun dimaksudkan sebagai bukti untuk memperkuat akanadia akad
tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh safahmhak selama tidak

ada persetujuan atau adat kebiasaan yang menentakanDengan

demikian, urbun merupakan bagian dari pelaksanganikatan salah satu

“Tbn Qudamah, Al-Mugni wa asy-Syarh al-K abir (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), IV: 160.

5 Syamsul AnwarHukum Perjanjian Syariathim. 348.
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pihak, dan merupakan bagian pembayaran yang dyperdéedua,urbun
juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada gaasieing pihak
untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangkdu wgang
ditentukan dalam adat kebiasaan atau yang disepalledt para pihak
sendiri dengan imbalambun yang dibayarkan. Apabila yang memutuskan
akad adalah pihak pembayarbun, maka ia kehilangamwrbun tersebut
(sebagai kompensasi pembatalan akad) yang dalanuwakhg sama
menjadi hak penerimarbun. Sebaliknya, apabila pihak yang memutuskan
akad adalah pihak penerimabun, ia wajib mengembalikamrbun yang
telah dibayar mitranya, di samping tambahan seb@satah urbun
tersebut sebagai kompensasi kepada mitranya atadakénnya
membatalkan akad.

Pasal di atas dengan kedua ayatnya memperlihatledmwab
pembayaranrbun pada asasnya dimaksudkan sebagai bukti pengusat ata
akad di mana tidak boleh ditarik kembali tanpa @lsan pihak lain,
sebagaimana tampak jelas pada ayat (1). Sedangkdndaa, adalah
penyimpangan (perkecualian) dari asas di atasy yshwa pembayaran
urbun dimaksudkan sebagai penegasan hak untuk membatalkath
secara sepihak sehingga itu harus dilakukan beldasskesepakatan
secara tegas atau secara diam-diam.

Dari penjelasan di atas tampak bahwa akad yang aememgikat
bagi kedua belah pihak berubah menjadi akad yaladf thengikat karena

adanyaurbun yang ditujukan untuk menjadi imbalan atas pemutadaaa
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secara sepihak. Dengan demikian, tampak pula balmxa merupakan
sarana melalui pemutusan akad dilakuféan.
3. Terminasi akad karena salah satu pihak menolakksestakannya

Pada asasnya, dalam figih klasik dijelaskan bahwad a
mu‘awadah *' yang bersifat lazim dan tidak mengandubigyar (opsi),
apabila salah satu pihak tidak melaksanakan pankgh, pihak lain
dalam rangka membebaskan dirinya dari kewajibanggag tidak
diimbangi oleh mitra janjinya, tidak dapat memitsaks akad atas dasar
pihak mitra tersebut cedera janji, namun akadnigptberlangsung. Yang
dapat ia lakukan adalah menuntut mitra janji tarseintuk melaksanakan
perikatannya atau menuntufamman (ganti kerugian) sesuai dengan
keadaan, dan dasar penuntutaman tersebut adalah akad itu sendfri.

Namun dalam kaitannya dengajurah, keadaan untuk dapat
memvasakh akad lebih luwes dibanding akad lainnya. Akggah dapat
difasakh oleh yang menyewakan apabila penyewa tidak memenuhi
kewajibannya untuk membayar sewa, dan pekerja yaagyewakan
tenaganya (jasanya) dapat m@sakh akad jjarah, apabila pengguna

jasanya(musta’jir) tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini berbeda dengan

“®Ibid, him. 348-349.

4" Akad mu‘awadah atau akad atas beban adalah akad di mana terdegsaag yang
timbal balik sehingga masing-masing pihak menerBrauatu sebagai imbalan prestasi yang
diberikannya. Misalnya akad jual belizrah, perdamaian atas benda dan lain sebagainya.

8 Syamsul AnwarHukum Perjanjian Syariathim. 351.



47

jual beli, di mana akad jual beli tidak dapatislik/ oleh salah satu pihak
apabila pihak lain tidak memenuhi kewajibanfVa.
. Terminasi akad karena mustahil dilaksanakan

Apabila tidak dilaksanakannya perikatan oleh sadatu pihak
disebabkan oleh alasan eksternal, maka akad lEatghd sendirinya tanpa
perlu putusan hakim karena akad mustahil untulksilaakan. Dan akibat
hukum dari putusnya akad karena sebab luar, sedpgmtiaan memaksa
atau keadaan darurat karena adanya bencana, mailea piaak
dikembalikan kepada keadaan seperti sedia kalty gaperti seolah-olah

tidak pernah terjadi akad.

“°bid, him. 354.

%0 | pid, him. 360.
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KEWAJIBAN MEMBAYAR UANG PESANGON SEBAGAI
KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DALAM
PASAL 156 UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG

KETENAGAKERJAAN

A. Sekilas Tentang Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Dalam rangka membangun manusia Indonesia seutulmgka
pembangunan ketengakerjaan melalui peningkataratartartabat dan harga
diri tenaga kerja perlu diatur tersendiri. Pematinielah menetapkan Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaagakepayung hukum
segala ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Bek@asandang-undang ini,
hak-hak dan perlindungan dasar karyawan pada s&atja dilindungi serta
hubungan yang harmonis antara karyawan, pembga, keemerintah dan
masyarakat ditingkatkan.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenageakernpada
dasarnya adalah sebuah upaya untuk menyesuaikem dietenagakerjaan
seiring dengan perubahan zaman. Kehadiran Undaa@agnNo. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan auzarsi dalam khasanah

hukum ketenagakerjaan yakni:

! Lalu Husni,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2008), him. 12-13.
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1. Mensejajarkan istilah buruh dengan pekerja, istilajikan diganti
menjadi pengusaha dan pemberi kerja, istilah idaBuama diupayakan
untuk diubah agar lebih sesuai dengan Hubungan tim@uBancasila.

2. Mengantikan istilah perjanjian perburuh@abour agrement)/Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) dengan istilah Perjanjian KeBarsama (PKB)
yang berupaya diganti dengan alasan bahwa perngogeburuhan berasal
dari negara liberal yang seringkali dalam pembugtanmenimbulkan
benturan kepentingan antara pihak buruh dengarkamaji

3. Sesuai dengan perkembangan zaman memberikan kesetantara
pekerja pria dan wanita, khususnya untuk bekerja padlam hari. Bagi
buruh/pekerja wanita berdasarkan undang-undangdak tlagi dilarang
untuk bekerja pada malam hari. Pengusaha diberiéau-rambu yang
harus ditaati mengenai hal ini.

4. Memberikan sanksi yang memadai serta menggunakasadrmminimum
dan maksimum, sehingga lebih menjamin kepastianurukdalam
penegakannya.

5. Mengatur mengenai sanksi administratif mulai daguran, peringatan
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembatalaetpgran, pembatalan
pendaftaran, penghentian sementara sebagian dtauhsalat produksi,
dan pencabutan izin. Pada peraturan perundang-gadaebelumnya hal
ini tidak diatur.

Selain itu Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dapat dikatakan sebagai kompikasi Kketentuan Hukum
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Ketenagakerjaan Indonesia, sehingga memudahkan pétak yang

berkepentingan(stakeholders) untuk mempelajarinya. Dengan berlakunya

undang-undang ini beberapa ketentuan perundangigadapeninggalan

Belanda dan perundang-undangan nasional dinyattidak berlaku lagi

yaitu?

1. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia uktelakukan
Pekerjaan di Luar Indonegj&aatsblad Tahun 1887 No. 8);

2. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan teRemdpatasan Kerja
Anak dan Kerja Malam bagi Wanit&#éatsblad Tahun 1925 No. 647);

3. Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak-dan Orang
Muda di Atas Kapal$aatsblad Tahun 1926 No. 87);

4. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi kuritengatur
Kegiatan Mencari Calon Pekerj@datsbald Tahun 1936 No. 208);

5. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh yang Diterima &tikerahkan
Dari Luar Indonesias{aatsblad Tahun 1939 No. 545);

6. Ordonansi No. 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kamgk-anak
(Saatsblad Tahun 1949 No. 8);

7. Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang PernyataatakiBaya
Undang-undang Kerja Tahun 1948 No. 12 Dari Repuhtifonesia Untuk

Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 2);

2 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketensigake Pasal 192.
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8. Undang-Undang No. 21 Tahun 1954 tentang PerjanjidouRéhan Antara
Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahub418lo. 69,
Tambahan Lembaran Negara No. 598a);

9. Undang-Undang No. 3 Tahun 1958 tentang penempataagd@eAsing
(Lembaran Negara Tahun 1958 No. 8);

10.Undang-undang No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib KermjaSa
(Lembaran Negara Tahun 1961 No. 207, Tambahan Lembaagara No.
2270);

11.Undang-undang No. 7 Pnps Tahun 1963 Tentang Perared@mogokan
dan/atau Penutupahduk Out) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan yang
Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 67);

12.Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentutanttean Pokok
Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara tahun 196%%/dlambahan
Lembaran Negara No. 2912);

13.Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagake(laambaran
Negara Tahun 1997 No. 73, Tambahan Lembaran Né&lyara702);

14.Undang-Undang No. 11 Tahun 1998 tentang PerubahatakBeya
Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagake(jaambaran
Negara Tahun 1998 No. 184, tambahan Lembaran Néara791);

15.Undang-Undang No. 28 Tahun 2000 tentang PenetapaatuRser
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2@fang
Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1998 teRtamdpahan

berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentatgnkigakerjaan
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Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara tahun 2000 2,
Tambahan Lembaran Negara No. 4042)

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 13 Tah3 2ntang
Ketenagakerjaan, tetap saja ada hal-hal normatifj yaendasar yang masih
relevan, inilah yang ditampung dalam undang-undang Peraturan
pelaksanaan dari undang-undang yang telah dicalasihnmtetap berlaku
sebelum ditetapkannya peraturan baru sebagai petigga

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagalker
mempunyai 18 (delapan belas) Bab dan 193 (seratmbikn puluh tiga)
pasal. Kedelapan belas Bab itu meliguti:

1. Landasan, Asas, dan Tujuan Pembangunan Ketenaaghker]

2. Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerj

3. Pemberian Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Baggad Kerja dan
Pekerja/Buruh.

4. Pelatihan Kerja yang diarahkan untuk meningkatkam engembangkan
keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna rgkatikan produktifitas
kerja dan produktifitas perusahaan.

5. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam rangkayznahaan tenaga
kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan harkahddabat kemanusiaan
sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dan m&syagdalam upaya

perluasan kesempatan kerja.

% Penjelasan Umum Undang-undang No. 13 Tahun 20@&ne Ketenagakerjaan.
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6. Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang tepat sesuaadekgmpetensi
yang diperlukan.

7. Pembinaan Hubungan Industrial yang sesuai dendanniiai Pancasila
diarahkan untuk menumbuh kembangkan hubungan yaarghadmis,
dinamis dan berkeadilan antara pelaku proses psbduk

8. Pembinaan Kelembagaan dan Sarana Hubungan Indug&iahasuk
perjanjian kerja bersama, lembaga kerjasama hipkethbaga kerja sama
tripartit, pemasyarakatan hubungan industrial damnyplesaian
perselisihan hubungan industrial.

9. Perlindungan Pekerja, termasuk perlindungan atak-h&k dasar
pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha,lingiemgan
keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan &taeyi pekerja/buruh
perempuan anak dan penyandang cacat, serta pediaauentang upah,
kesejahtraan dan jaminan sosial tenaga kerja.

10.Pengawasan Ketenagakerjaan dengan maksud agar gsdeaturan
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan inhardgenar
dilaksanakan sebagaimamestinya.

. Pengertian Pesangon

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 1&@ui 2000,

Pesangon atau disebut juga uang pesangon merupak@rayaran uang dari

pemberi kerja (pengusaha) kepada karyawan (peksefzggai akibat adanya
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pemutusan hubungan kefjaebih lanjut dijelaskan dalam Keputusan Menteri
Keuangan No. 112 Tahun 2001, yang dimaksud dengampesangon adalah
penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja degaryawan dengan
nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengdthibgya masa kerja
atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuly pe&mghargaan masa
kerja dan uang ganti kerugian.

Pada awalnya ketentuan pembayaran uang pesangam deam
Peraturan Menteri Perburuhan No. 9 Tahun 1964 tgrik@metapan besarnya
Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian bgmgrthahannya yakni
Peraturan Menteri Perburuhan No. 11 Tahun 1964. Id&anu diganti
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/Men/1986 tentdata Cara
Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesdvaonm,Jasa dan
Ganti Kerugian. Selanjutnya diganti lagi denganaRean Menteri Tenaga
Kerja No. 03/Men/1996 tentang Penyelesaian Pemutdsaongan Kerja dan
Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti &erdpgiPerusahaan
Swasta. Kemudian diganti lagi dengan Keputusan Miemenaga Kerja No.
150/Men/2000 tentang Peneyelesaian Pemutusan Hubuk@ggja dan

Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti KemigRerusahaan.

4 Kep Men Nakertrans Rl No.Kep.150/Men/2000, tentdenyelesaian Pemutusan
Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uamgh&gaan Masa Kerja Dan Ganti
Kerugian Di Perusahaan, Pasal 1 angka (6).

® Kep Men Keu RI No. 112/kmk.03/2001, tentang Pemgém Pajak Penghasilan Pasal
21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, UangsdelRensiun, Dan Tunjangan Hari Tua
Atau Jaminan Hari Tua, Pasal 1 huruf (a).
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Akhirnya ketentuan tentang Perhitungan Pesangodiatur dalam Undang-
undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakefjaan.

Pengaturan mengenai pesangon di Indonesia didasatéa Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerdapesangon yang
diatur dalam undang-undang adalah mengénai:

1. Dasar perhitungan uang pesangon
2. Rumusan uang pesangon yang dibayarkan
3. Komponen uang pesangon
4. Kondisi yang mendasari perhitungan dan pembayaaag pesangon
C. Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Undang-undang
No. 13 Tahun 2003 Tentang K etenagaker jaan
a. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pahgugengan
pekerja yang terjadi karena berbagai sébamdang-undang No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pemge PHK
adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatutdmsntu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antareuh/pekerja

dengan pengusafa.Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja

® Aloysius Uwiyono, “Dinamika Ketentuan Hukum tengan Pesangon,”

http://www.anggreklawfirm.co.idAkses pada tanggal 4 Februari 2009.

" "Studi Tentang Program Pensiun, Pesangon Dan TgajarHari Tua Lainnya”,
http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_jidk_pm/studi 2007/Studi-Program-
Pensiun%26Pesangon.pékses pada tanggal 4 Februari 2009.

8 Lalu Husni,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, him. 185.

® Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketensigake Pasal 1 angka (25).
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merupakan segala macam pengakhiran dari pekerjayaReiran untuk
mendapatkan mata pencaharian, pengakhiran untukbiagan keluarga
dan lain-lain®’

b. Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pengaturan ketentuan mengenai pemutusan hubungandeéam
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakenneliputi;
pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badanaugahg berbadan
hukum atau tidak, milik orang perseorangan, mikksekutuan atau milik
badan hukum, baik milik swasta maupun milik neganaupun usaha-
usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunysjums dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upahiriaalan dalam
bentuk lain' Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan diatur secara rinci mengenai tahtghepan yang harus
ditempuh sebelum PHK itu terjadi. Tahapan-tahapagrsebut
dimaksudkan untuk pencegahan PHK. Adapun rincianagalah sebagai
berikut™

1. Pembinaan Pekerja

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pengusah

adalah melakukan pembinaan terhadap pekerja. Beyduk

- Memberikan pendidikan dan latihan atau mutasi.

10 Zaeni AsyhadieHukum Kerja (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007), hlig. 17
1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenggake Pasal 150.

12 |ibertus JehaniHak-hak Pekerja Bila di-PHK (Tanggerang:Agromedia Pustaka,
2007), him. 14-16.
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- Memberikan peringatan kepada pekerja baik secaralise
maupun secara lisan. Surat Peringatan Tertulis &#Talui tiga
tahap, yaitu peringatan pertama, peringatan keda,peringatan
ketiga. Tahapan-tahapan peringatan ini dapat d&abakalau
pekerja melakukan kesalahan berat. Masa berlakapssurat
peringatan tersebut selama enam bulan.

Masa berlaku peringatan selama enam bulan tersatak
berlaku mutlak. Apabila belum berakhir masa enarfarhupekerja
melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam rpena kerja,
peraturan perusahaan (PP) atau perjajian kerjamergPKB) masih
dalam waktu tenggang enam bulan, pengusaha dapetlitkan surat
peringatan kedua yang berjangka waktu enam bulajak se
penerbitannya.

Selanjutnya setelah diberikan surat peringatan &egakerja
masih melakukan pelanggaran ketentuan dalam arjkgrja, PP atau
PKB, pengusaha dapat menerbitkan surat peringatakhir (ketiga)
yang berlaku selama enam bulan juga. Apabila dalamnkwaktu
enam bulan setelah penerbitan peringatan ketigeerjpemasih juga
melakukan pelanggaran perjanjian kerja, PP atau RidBulah
pengusaha melakukan PHK.

Untuk kasus-kasus tertentu seorang pekerja dajbetrikin

langsung peringatan terakhir seperti:
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a. Setelah tiga kali berturut-turut pekerja tetap ni@kountuk
mentaati perintah atau penugasan yang layak sefeectintum
dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB.

b. Dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan diridglam
keadaan tidak dapat melakukan pekerjaannya.

c. Tidak melakukan pekerjaan walaupun sudah dicobaediua
bidang tugas yang ada.

d. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalajamemn kerja,
PP atau PKB yang dapat dikenakan sanksi peringatakhir.

. Merumahkan Pekerja

Proses pencegahan PHK massal adalah dengan merumahka
pekerja. Untuk merumahkan pekerja ada dua pilihang ydapat
dilakukan antara lain:

a. Pekerja tetap mendapat upah secara penuh berupgakak dan
tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan kecuaturdlain
dalam perjanjian kerja, PP atau PKB.

b. Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tdgkra
penuh, harus dirundingkan dengan pekerja mengeesaribya
upah selama dirumahkan dan lamanya pekerja akamalitkan.
Bila tidak tercapai kesepakatan salah satu pihalpatda

memperselisihkan masalahnya ke lembaga penyele3bian
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3. Memberi Penjelasan Secara Transparan kepada Pekerja
Bila keadaan keuangan perusahaan tidak memungkimaik
menghindari PHK, pengusaha dapat melakukan upayabserémn
penjelasan mengenai keadaan perusahaan. Untukhd@pan-tahapan
yang mesti dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Mengurangi upah dan fasilitas kerja tingkat atas
b. Mengurangi shift
c. Membatasi atau menghapus kerja lembur
d. Mengurangi jam kerja
e. Mengurangi hari kerja
f. Meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir
g. Tidak memperpanjang kontrak kerja bagi pekerja yardah habis
masa kontraknya
h. Memberikan pensiun dini bagi yang sudah memenudriasy
Namun, bila upaya-upaya pencegahan tersebut tddiatie
dan PHK tidak terhindarkan, maka untuk sampai kdatkan PHK,
harus harus melalui beberapa tahan lagi. Tahapganme adalah PHK
tersebut wajib dirundingkan oleh pengusaha dengakaseekerja
atau dengan pekerja. Apabila dalam perundingan bersédak
menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapakukeh PHK
dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dabatm PPHI?

Selama menunggu putusan Pengadilan Hubungan Iradystrigusaha

13 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenggake Pasal 151.
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dapat melakukan skorsing terhadap pekerja, namogugaha wajib
membayar upah beserta hak-hak lainnya yang daesineta pekerja?
4. Larangan-larangan PHK
Masih dalam kaitan dengan pencegahan PHK, diatla pu
larangan bagi pengusaha melakukan PHK untuk aldaaaratertentu.

Dan, bila pengusaha melakukan PHK maka PHK tersedtat demi

hukum. Alasan-alasan PHK yang dilarang dan batal demkium

tersebut adalat?

a. Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit mekeaterangan
dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan seteras-
menerus

b. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya kanenaenuhi
kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuatunae
perundang-undangan yang berlaku

c. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan aggana

d. Pekerja menikah

e. Pekerja perempuan hamil

f. Pekerja mempunyai pertalian darah dan atau ikatakawinan
dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaanakeilah

diatur dalam perjanjian kerja, PP atau PKB

14 pasal 155.

15 pasal 153.
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g. Pekerja mendirikan, menjadi anggota dan atau pesgserikat
pekerja, pekerja melakukan kegiatan SP di luar keng, atau di
dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha ataasbetan
ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, RRB BRKB

h. Pekerja yang mengadukan pengusaha kepada yang jiberwa
mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan timda&ana
kejahatan

i. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik,,su&tna kulit,
golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau stgteskawinan.

j- Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibatidéean kerja,
atau sakit karena hubungan kerja yang menurut &atarangan
dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat
dipastikan.

c. Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Dalam literatur Hukum Ketenagakerjaan dikenal addebapa
jenis PHK, yaitu:
1. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha
Pengusaha berhak untuk melakukan PHK terhadap pekerj
apabila berbagai upaya pencegahan dan pembinadn ddakukan.

Untuk melakukan PHK juga harus melalui prosedur déserthi

alasan-alasan yang kuat. PHK yang dilakukan pehgudeebabkan

oleh banyak faktor. Adapun jenis PHK oleh pengusalaah sebagai

berikut:
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1. PHK karena pelanggaran/kesalahan berat
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja
terhadap pekerja dengan alasan pekerja telah nhkalaku
pelanggaran/kesalahan berat sebagai berikut:

a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelbpeang dan
atau uang milik perusahaan.

b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukbmgga
merugikan perusahaan.

c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan,
memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikot@opilan
zat adiktif lainnya di lingkungan kerja.

d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingan
kerja.

e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau menginsmida
teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja.

f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk medakuk
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan pemgnd
undangan.

g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membidakamn
keadaan bahaya barang milik perusahaan yang melkiambu
kerugian bagi perusahaan.

h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sektay

pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja.
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i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang
seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentinggara.

j.  Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahsg
diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau IEbih.

Kesalahan berat dimaksud harus didukung dengan bukt
sebagai berikut:

a. Pekerja tertangkap tangan saat melakukan pelanggara

b. Pekerja mengakui perbuatannya tanpa tekanan.

c. Adanya laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang
berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan digluku
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Untuk pekerja yang tugas dan fungsinya mewakili
perusahaan secara langsung bila di-PHK karenaratastakukan
pelanggaran berat dapat memperoleh uang penggaht&n
Sedangkan untuk pekerja yang tugas dan fungsidg& thewakili
kepentingan pengusaha secara langsung selain wamgygntian
hak juga diberikan uang pisah yang besarnya dakgehaannya
diatur dalam perjanjian kerja, PP atau PKB.

PHK dengan alasan pekerja telah melakukan pelaaggar
berat tersebut dapat ditolak oleh pekerja dengamgejekan

gugatan ke Pengadilan Hubungan Industfial.

' pasal 158 ayat (1).

" pasal 158 ayat (2).
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2. PHK karena pekerja dijerat pidana
Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja yang
setelah enam bulan tidak dapat melakukan pekegebagaimana
mestinya karena pekerja yang bersangkutan dalasepnoerkara
pidana. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi uritlkk dengan
alasan tersebut, syaratnya adalah:

a. Bila pengadilan memutuskan perkara pidana sebelasam
enam bulan, dan pekerja dinyatakan tidak bersakahgusaha
wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersamgkut

b. Bila pengadilan memutuskan perkara sebelum enaantudn
pekerja yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka
pengusaha dapat melakukan PHK kepada pekerja yang
bersangkutan tanpa harus mendapat penetapan dgadian
Hubungan Industrial. Hak pekerja yang ter-PHK kardijerat
pidana tersebut mendapat uang penghargaan masa Skt
kali ketentuan dan uang penggantian hak sesuaitkete-°

3. PHK karena pekerja ditahan aparat berwajib
Pengusaha juga dapat melakukan PHK terhadap pekerja
yang ditahan oleh pihak berwajib. Jika pekerja hdita pihak
berwajib karena diduga melakukan tindak pidana buk#as

pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib ayamb

18 pasal 159.

19 pasal 160 ayat (7).
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upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada kelupsk&rja
yang menjadi tanggungannya, yaitu istri, anak atamg tua yang
sah yang menjadi tanggungan pekerja berdasarkgmjpen kerja,
PP atau PKB. Kewajiban yang harus diberikan perigugapada
keluarga pekerja, adalah tergantung pada jumlabaaadeluarga
yang ditanggung pekerja yang bersangkutan. Ringaradalah
sebagai berikut’

a. Untuk satu orang tanggungan : 25% dari upah

b. Untuk dua orang tanggungan : 35% dari upah

c. Untuk tiga orang tanggungan : 45% dari upah

d. Untuk empat orang tanggungan atau lebih : 50%ugteain.

Bantuan tersebut diberikan untuk paling lama, ebhatan
takwim terhitung sejak hari pertama pekerja ditabéh pihak
berwajib®*
4. PHK karena pekerja mangkir
Alasan lain bagi pengusaha untuk mem-PHK pekerja

adalah mangkirnya pekerja selama lima hari bertumut.
Pengusaha berkewajibarselama kurunwaktu tersebut untuk
memanggil pekerja tersebut dua kali secara tertdis apabila
pekerja tersebut tidak dapat meberikan keterangdnlis dengan

bukti yang sah, maka pengusaha berhak untuk medakéi#iK.

20 pasal 160 ayat (1).

%L pasal 160 ayat (2).
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Namun, bila pada hari pertama pekerja masuk kemalangsung
menyerahkan surat keterangan yang sah dan mergeladésan
mengapa ia tidak masuk kerja, maka pengusaha teiglat
menjadikan alasan tersebut untuk melakukan PHK.
. PHK karena pekerja melakukan pelanggaran disiplin

Pengusaha dapat pula melakukan PHK terhadap pekerja
yang melakukan pelanggaran disiplin. Dan pekerjangya
bersangkutan berhak mendapat uang pesangon saketealtuan,
uang penghargaan masa kerja dan uang penggankian ha
. PHK karena perusahaan jatuh pailit

Bila perusahaan pailit maka pengusaha dapat mé&ajadi
hal tersebut sebagai alasan untuk melakukan PHiidaephpekerja
dengan syarat, setiap pekerja yang di-PHK dibendesangon satu
kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja, damg ua
penggantian hak.
. PHK karena perusahaan tutup, karena merugi, atenalasan
force majeure

Pengusaha yang melakukan PHK dengan alasan tediebut
atas, wajib memberikan sebesar satu kali ketentang pesangon,
uang penghargaan masa kerja dan uang penggankian ha
. PHK karena perubahan status, penggabungan, petelatsu
perubahan kepemilikan dan pekerja tidak bersedi&anpekan

hubungan kerja
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Apabila terjadi perubahan status perusahaan dealgaan-
alasan tersebut, maka pekerja berhak untuk memydkiiungan
kerja dan hal ini tidak dianggap sebagai pengunmdudie biasa.
Dan karena itu pengusaha wajib memberikan satukieddintuan
uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak.

9. PHK karena perubahan status, penggabungan, petelateu
perubahan kepemilikan dan pengusaha tidak berseel@njutkan
hubungan kerja

Apabila setelah perubahan status tersebut ternyata
pengusaha justru tidak mau melanjutkan hubungaja kEngan
pekerja sebelum perusahaan berubah status, makas@péfti ini
disamakan dengan PHK karena perampingan (efisidustuk itu
pengusaha wajib memberikan dua kali ketentuan uasgngon,
satu kali ketentuan uang penghargaan masa Kkerja udag
penggantian hak.

10.PHK karena perusahaan tutup atau pengurangan tekerm
(efisiensi) bukan karena merugi atau alasan memaksa

Pengusaha berhak untuk melakukan PHK terhadap
pekerjanya dengan alasan efisiensi atau perampinggamisasi
perusahaan. Pengusaha yang melakukan PHK dengaan alas

tersebut wajib memberikan dua kali ketentuan uasgmgon, satu
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kali ketentuan uang penghargaan masa kerja danpenggantian
hak.

11.PHK karena pekerja sakit atau cacat akibat kecatakieerja
melebihi 12 bulan.

Apabila pengusaha melakukan PHK terhadap orang yang
sakit atau cacat akibat kecelakaan kerja dan meketpk dapat
bekerja melebihi 12 bulan, maka pekerja berhak meatddua kali
ketentuan uang pesangon, uang penghargaan masad&aruang
penggantian hak.

2. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja
Pekerja berhak untuk memutuskan hubungan kerja atieng
pihak pengusaha, karena pada prinsipnya buruh tidegh dipaksakan
untuk  terus-menerus bekerja bilamana ia sendiri aktid
menghendakinya. Dengan demikian PHK oleh pekerjyanig aktif
untuk meminta diputuskan hubungan kerjanya adagahpdkerja itu
sendiri. Dari segi kompensasi, PHK yang dikehendakiega dapat
dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu PHK dengannadapat
kompensasi, dan PHK yang tanpa kompensasi. PHK elle¢rja yang
berhak memperoleh kompensasi apabila PHK tersebuaisprosedur
yang ditetapkan undang-undang ketenagakerjaarariflary Kerja, PP

atau PKB? Berikut jenis PHK oleh pekerja:

22 Libertus JehanHak-hak Pekerja Bila di-PHK, him. 33.
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1. PHK karena pengusaha melakukan kesalahan kepkédage
Pekerja dapat mengajukan permohonan PHK kepada

lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indusdfem hal

pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengandamjape

b. Membujuk dan atau menyuruh pekerja untuk melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan pemgnd
undangan

c. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telamtdikan
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih

d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan dcg
pekerja

e. Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekexjadumnar
yang diperjanjikan

f. Memberikan  pekerjaan yang membahayakan jiwa,
keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerjangbeda
pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjakpga®®

PHK dengan alasan sebagaimana dimaksud di ataes;jgpek

berhak mendapatkan uang pesangon dua kali ketepasat 156

ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kankein pasal

156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuaitketepasal 156

ayat (4).

%3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenggake Pasal 169 ayat (1).
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2. PHK karena pekerja mengundurkan diri
Pekerja dapat mengakhiri hubungan kerja dengan
melakukan pengunduran diri atas kemauan sendipatgverlu
meminta penetapan dari lembaga penyelesaian [sinsali
hubungan industrial, dan kepada pekerja yang begksssmn
memperoleh kompensasi PHK berupa uang penggantikn ha
sesusai ketentuan pasal 156 ayat (4). Bagi pekggag
mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tdgasungsinya
tidak mewakili kepentingan perusahaan secara laggsselain
menerima uang penggantian hak sesuai ketentuah JE&ayat
(4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksemya diatur
dalam perjanjian kerja, PP atau PKB. Pekerja yaaggundurkan
diri sebagaimana dimaksud di atas harus memenahatsy
a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secaralise
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelurggahmulai
pengunduran diri
b. Tidak terikat dalam ikatan dinas
c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal i mula
pengunduran diri
3. Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum
Dalam hal ini, baik pengusaha maupun pekerja lag¢rp#sif.

Artinya, hubungan kerja antara pengusaha dengasrrjpekerakhir
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dengan sendirinya tanpa perlu menunggu penetapagaéiéan

Hubungan Industrial. Hal ini dapat terjadi dal&:

a. PHK terhadap pekerja yang masih dalam masa pencokerga,
apabila telah dipersyaratkan secara tertulis sebgja.

b. PHK terhadap pekerja yang mengajukan pengundurarsetiara
tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikaanyal tekanan
atau intimidasi dari pengusaha

c. PHK karena berakhirnya hubungan kerja sesuai depgganjian
kerja waktu tertentu untuk pertama kali

d. PHK terhadap pekerja yang mencapai usia pensiuraisdsngan
ketetapan dalam perjanjian kerja, PP, PKB atau tyenm
perundang-undangan lainnya

e. PHK karena pekerja meniggal dunia. Pengusaha dikeajib
memberi santunan kepada ahli waris pekerja yangbtsahpa dua
kali ketentuan uang pesangon, satu kali ketentuamg u
penghargaan masa kerja dan uang penggantian haknddalnya
pengusaha tidak berakibat berakhirnya hubungara kieecuali
diatur lain dalam perjanjian kerja, PP atau PKB

f. PHK terhadap pekerja yang mangkir selama lima keanja atau
lebih  berturut-turut tanpa keterangan secara tertylang
dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah diparmmgigusaha

dua kali secara patut.

24 Libertus JehanHak-hak Pekerja Bila di-PHK, him. 36.
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D. Ketentuan Kewajiban Membayar Uang Pesangon dalam Pasal 156
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang K etenagaker jaan
Dalam hal terjadi PHK, maka terdapat kompensasi yemngs dibayar
oleh pengusaha kepada pekerja ter-PHK. Hal ini iéwoa dalam pasal 156
ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tntang keggerjaan yang
berbunyi:

Pasal 156
(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pefgusdiwajibkan
membayar uang pesangon dan atau uang penghargaarkeng dan uang
penggantian hak yang seharusnya diterima.

Ketentuan mengenai besaran uang pesangon yang dibayar oleh
pengusaha, diatur dalam pasal 156 ayat (2), yaitu:

(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dg&t (1) paling

sedikit sebagai berikut :

a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satugrbupah;

b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kudarg2 (dua) tahun, 2
(dua) bulan upah;

c. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kuraarg 2l (tiga) tahun, 3
(tiga) bulan upabh;

d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurdag 4 (empat) tahun,
4 (empat) bulan upah;

e. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurdag 5 (lima)
tahun, 5 (lima) bulan upabh;

f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kuralagi 6 (enam)
tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurdag 7 (tujuh)
tahun, 7 (tujuh) bulan upah.

h. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurdag 8 (delapan)
tahun, 8 (delapan) bulan upabh;

i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sempidalan upah.

Bagi pekerja ter-PHK yang telah bekerja selamatagan atau lebih,
berhak mendapatkan uang peghargaan masa kerjauradsgsaran uang

penghargaan masa kerja ditetapkan dalam pasaly8b63), yaitu:
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(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja setegaidimaksud dalam

ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurdag 6 (enam) tahun,
2 (dua) bulan upabh;

b. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kugarg9 (sembilan)
tahun, 3 (tiga) bulan upah;

c. Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapakgrdari 12 (dua
belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;

d. Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetagging dari 15 (lima
belas) tahun, 5 (lima) bulan upabh;

e. Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapang dari 18
(delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

f. Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebilpit&t&rang dari 21
(dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g. Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebdpiédturang dari 24
(dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lelfii{s&puluh ) bulan
upah.

Pekerja yang di-PHK juga berhak memperoleh uanggmartian hak,
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 156 ayat (@, yerbunyi:

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterghagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi :

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh daluakganya
ketempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;

c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan pemadiédtapkan
15% (lima belas perseratus) dari uang pesangonatdan/uang
penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerjgeraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Hak lain yang dapat diterima seorang pekerja ter-Ridilah uang
pisah. Uang pisah diberikan kepada pekerja bilaehgébut telah diatur dalam
perjanjian kerja, PP dan PKB baik jumlah maupuraksdnaannya. Pekerja

yang berhak mendapat uang pisah y&itu:

% | hid, him. 39.
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a. Pekerja yang mengundurkan diri dan tugas sertssfopg tidak mewakili
kepentingan pengusaha secara langsung.

b. Pekerja yang melakukan kesalahan berat.

c. Pekerja yang mangkir selama lima hari berturuttttanopa pemberitahuan
tertulis dengan bukti yang sah.

Adapun komponen upah yang digunakan sebagai da&shitymgan
uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, daperggantian hak yang
seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:

a. Upah pokok

b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetag giberikan kepada
pekerja dan keluarganya, termasuk harga pembelan a@htu yang
diberikan kepada pekerja secara cuma-cuma, yangilapeatu harus
dibayar pekerja dengan subsidi, maka sebagai upagghp selisih antara
harga pembelian dengan harga yang harus dibayapelkerja.

Dalam hal penghasilan pekerja dibayarkan atas dpsehritungan
harian, maka penghasilan sebulan adalah sama d&@y&ali penghasilan
sehar?’ Sedangkan untuk upah pekerja dibayarkan atas rsahasil,
potongan/borongan atau komisi, maka penghasilaarisettalah sama dengan
pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belds)h terakhir, dengan

ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upahimmum provinsi atau

%6 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenggake Pasal 157 ayat (1).

" pasal 157 ayat (2).
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kabupaten/kot&® Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuata d
upahnya didasarkan pada upah borongan, maka pegaituupah sebulan
dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bugaakhir>®

Bila dalam realisasinya ternyata pengusaha tidakakeanakan
kewajibannya memberikan kompensasi PHK kepada pekeraka pekerja
ter-PHK dapat mengajukan gugatan/tuntutan kepadea@dan Hubungan
Industrial (PHI). Namun, dalam Undang-undang No. 1Bufa2003 tentang
Ketenagakerjaan dan Undang-undang No.2 Tahun 20@nhtePenyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial membatasi waktu tga¢antutan tersebut.
Untuk gugatan pekerja menolak PHK tanpa penetapagéelilan Hubungan
Industrial, hanya diberikan waktu untuk menggugdingalama satu tahun
sejak PHK dilakukar’ Sedangkan masa kadaluwarsa untuk tuntutan upah dan
segala pembayaran yang timbul dari hubungan keétggagkan paling lama
dua tahun sejak timbulnya hak terseBut.

E. Tabel Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwenkean kewajiban
membayar uang pesangon tidak dikenakan pada pdidg genis PHK.
Adapun rinciannya akan penyusun kemukakan dalantubdabel di bawah

ini:

28 pasal 157 ayat (3).
29 pasal 157 ayat (4).

% Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyefesa@selisihan Hubungan
Industrial, Pasal 82.

%1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketensgake Pasal 96.
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No

Jenis-jenis PHK

Pasal
Yang
Mengatur

Uang
Pesangon

Uang

Uang

Penghargaan Pengganti

masa Kerja

an Hak

Uang
Pisah

PHK pada masa
percobaan

Pasal 154

XXX

XXX

XXX

XXX

PHK karena
berakhirnya PKWT
(kontrak)

Pasal 154

XXX

XXX

XXX

XXX

PHK karena
pekerja melakukan
kesalahan berat

Pasal 158

XXX

XXX

V*

PHK karena
pekerja ditahan
pihak berwajib

Pasal 160

XXX

1 kali
ketentuan

XXX

PHK karena
pekerja melanggar
disiplin

Pasal 161

1 kali
ketentuan

1 kali
ketentuan

XXX

PHK karena
pekerja
mengundurkan diri

Pasal 162
ayat (1)
dan (2)

XXX

XXX

V*

V*

PHK karena
perubahan status,
penggabungan,
peleburan,
perubahan
kepemilikan dan
pekerja tidak
bersedia bekerja

lagi

Pasal 163
ayat (1)

1 kali
ketentuan

1 kali
ketentuan

XXX

PHK karena
perubahan status,
penggabungan,
peleburan,
perubahan
kepemilikan dan
perusahaan tidak
bersedia
mempekerjakan
pekerja

Pasal 163
ayat (2)

2 kali
ketentuan

1 kali
ketentuan

XXX

PHK karena
perusahaan merug

atau mengalami

Pasal 164
i ayat (1)

1 kali
ketentuan

1 kali
ketentuan

XXX
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Force Majeure
10 PHK karena Pasal 164 2 kali 1 kali XXX
perusahaan tutup| ayat (3) | ketentuan| ketentuan
atau pengurangar
pekerja bukan
karena merugi atax
keadaan memaks
11 PHK karena Pasal 165 1 kali 1 kali XXX
perusahaan pailit ketentuan| ketentuan
12 PHK karena Pasal 166 2 kali 1 kali XXX
pekerja meninggal ketentuan| ketentuan
dunia
13 PHK karena Pasal 167| XXX XXX XXX
pekerja pensiun | ayat (3)
dan tersedia
jaminan pensiun
14 PHK karena Pasal 167 2 kali 1 kali XXX
pekerja pensiun | ayat (5) | ketentuan| ketentuan
dan tidak tersedia| dan (6)
jaminan pensiun
15 PHK karena Pasal 168 XXX XXX V*
pekerja mangkir 5
hari tanpa
pemberitahuan
tertulis
16 PHK karena Pasal 169 2 kali 1 kali XXX
pengusaha ketentuan| ketentuan
melakukan
kesalahan berat
17 PHK karena Pasal 172 2 Kkali 2 kali XXX
pekerja sakit atau ketentuan| ketentuan
cacat karena
kecelakaan kerja
melebihi 12 bulan
Keterangan:
XXX . Pekerja ter-PHK tidak berhak
Vv . Pekerja ter-PHK berhak

*

: Uang pisah dapat diperoleh amalpékerja yang bersangkutan

baik fungsi maupun tugasnya tidak mewakili
pengusaha secara

langsung dan
pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, B RKB

keperating

apabila besarnya dan



BAB IV
ANALISISTERHADAP
KEWAJIBAN MEMBAYAR UANG PESANGON SEBAGAI
KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
DALAM PASAL 156 UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003

TENTANG KETENAGAKERJAAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Membayar Uang Pesangon
Sebagai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Sebagimana telah dikemukakan dalam bab sebelumdgdang-
undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaah tetelakukan
pembaharuan terhadap beberapa peraturan perunddaggan perburuhan,
baik peninggalan kolonial Belanda maupun peratyrarundang-undangan
nasional yang sudah dirasakan tidak sesuai lagjaetkebutuhan saat ini.
Dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 13 TaM®B Zentang
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:

Pasal 1
(1) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang benigaloudengan tenaga kerja
pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Hal ini berarti, substansi kajian hukum ketenagjaleer tidak hanya
meliputi hubungan antara buruh dan majikan dalatbuhgan kerja semata,
tetapi bergeser menjadi hubungan hukum antara jpekpengusaha dan

pemerintah yang substansi kajiannya tidak hanyagaten hubungan hukum

dalam hubungan kerja sajdufing employment), tetapi mulai dari sebelum

78
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hubungan kerja pfa employment) sampai setelah hubungan kerjpos
employment).

Dalam hal ini, pembahasan mengenai kewajiban pemémayaang
pesangon sebagai kompensasi PHK, termasuk kajiaimha&telah hubungan
kerja (ost employment). Aspek hukum setelah hubungan kerja adalah aspek
hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja padapsaaa kerja termasuk
pada saat pemutusan hubungan kerja dan hak-halgatekarja akibat
terjadinya PHK tersebdt.

Secara yuridis formal, pemutusan hubungan kerjéahdaengahkiran
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang rkéragkan berakhirnya hak
dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaBengan demikian,
pemutusan hubungan kerja merupakan segala macamakbé@an dari
pekerja, pengakhiran untuk mendapatkan mata penaahgpengakhiran
untuk membiayai keluarga dan masa pengakhiran ubitaya pengobatan,
rekreasi dan lain-laif\.

Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 12 Tahun tE9%dng
Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, tiaeboahwa bagi
kaum buruh putusnya hubungan kerja berarti permutaasa pengangguran

dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjanpaskan dan ketentuan

! Lalu Husni,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2008), him. 83.

Z1bid, him. 184.
% Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketensigake Pasal 1 angka (25).

4 Zaeni AsyhadieHukum Kerja (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hi®. 17
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hidup kaum buruh seharusnya tidak ada PHK. Olehnkaite, semua pihak
yang terlibat dalam hubungan industrial (pengusple&erja, serikat buruh/
serikat pekerja dan pemerintah), dengan segalaaupsngusahakan agar
jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Namun demikian, PHK seringkali tidak dapat dihindatal ini dapat
dipahami karena hubungan antara pekerja dengarupaing didasarkan atas
kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam suatu ringdou kerja. Jika salah
satu pihak sudah tidak menghendaki lagi untuk a¢rétau diteruskan dalam
hubungan kerja, sulit untuk mempertahankan hubukgaja yang harmonis
di antara kedua belah pih&k.

PHK dapat terjadi karena telah berakhirnya wakttetén yang telah
disepakati/diperjanjikan sebelumnya dan dapat petgdi karena adanya
perselisihan antara pekerja dengan pengusaha, ggatimya pekerja atau
dikarenakan sebab lainnya.

Dalam praktiknya, pemutusan hubungan kerja yangdiekarena
berakhirnya waktu yang telah ditentukan dalam pggankerja, tidak
menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah gipel#erja maupun
pengusaha) karena pihak-pihak yang bersangkutana-sama telah
menyadari atau mengetahui saat berakhirnya huburigaja tersebut,

sehingga masing-masing telah berupaya mempersiaptisn dalam

® Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketensigake Pasal 151 ayat (1).

® Lalu Husni,Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di
Luar Pengadilan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), him.47

7 zaeni AsyhadieHukum Kerja, him. 177.
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menghadapi kenyataan itu. Berbeda halnya dengantpsam hubungan kerja
yang terjadi karena adanya perselisihan, keadasakam membawa dampak
terhadap kedua belah pihak, lebih-lebih terhad&enpee yang dipandang dari
sudut ekonomis mempunyai kedudukan yang lemahdjié@ndingkan dengan
pihak pengusaha.

Oleh karena itu, tindakan PHK harus menjadi piliharakhir dalam
mengatasi masalah dalam perusahaan. Sebagaimatepkbin dalam pasal
151 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Keterggak yang
berbunyi:

Pasal 151

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerjaseblaruh, dan pemerintah,
dengan segala upaya harus mengusahakan agar jemgeal pemutusan
hubungan kerja.

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapiggusan hubungan kerja
tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hulurigerja wajib
dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerjageburuh atau
dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yangabgkutan tidak
menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dajam(2) benar-benar
tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanyat dapmutuskan
hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memepepenetapan dari
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan inalistri

Dalam hal PHK harus terjadi dan tidak dapat dihindeerdapat
ketentuan dalam pasal 156 ayat (1) Undang-undanglRoTahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, yang mewajibkan pengusattak membayar
kompensasi kepada pekerja ter-PHK, yang berbunyi:

Pasal 156
(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pemgusdiwajibkan

membayar uang pesangon dan atau uang penghargaarkeng dan uang
penggantian hak yang seharusnya diterima.
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Melalui ketentuan pasal di atas, pemerintah berusalemberikan
kompromi atau jalan tengah dalam hal PHK. MengiijdK seringkali tidak
dapat dihindari, disebabkan adanya perselisihaandddubungan kerja, atau
bahkan terkadang PHK harus dilakukan untuk menydlkamaperusahaan
karena merugi atau adanf@ce majeure, serta untuk mencegah korban yang
lebih besar, ataupun karena sebab-sebab lainnyaumNamsisi lain perlu
dipertimbangkan nasib pekerja selanjutnya jikaatbrPHK, karena dengan
terjadinya PHK pekerja yang bersangkutan akan kedgla mata pencaharian
untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Dalam pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tald@3 2entang
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa:

Pasal 88
(1) Setiap pekerja/burun berhak memperoleh peniginasiang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Namun ketika terjadi PHK, pekerja tidak lagi mempeingoenghasilan
sehingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidagi dirinya dan
keluarganya. Hal ini tentunya tidak sejalan dengpa yang diamanatkan
pasal tersebut di atas.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan penghasilang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaaagaenana disebut
dalam Pasal 88 ayat (1) di atas, pemerintah mekeatagebijakan pengupahan
yang melindungi pekeffa Dan dalam hal ini, penetapan uang pesangon

termasuk salah satu bentuk kebijakan pengupahasgaiebana disebutkan

8 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketensjgake Pasal 88 ayat (2).
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dalam pasal 88 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tah@®3 Zentang
Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerjabusebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) meliputi :

upah minimum;

upah kerja lembur;

upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

upah tidak masuk kerja karena melakukan kegidéam di luar

pekerjaannya;

upah karena menjalankan hak waktu istirahatkesg;

bentuk dan cara pembayaran upabh;

denda dan potongan upah;

hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

upah untuk pembayaran pesangon; dan

upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

oo oo

= =

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pHs@layat (1)
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakemmerupakan
salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhpe&pria yang termasuk
dalam kebijakan pengupahan, di mana maksud perigadutersebut adalah
dalam rangka mewujudkan penghasilan yang layak &gnanusiaan,
mengingat dampak PHK dapat menimbulkan penderitaghgekerja.

Dengan adanya ketentuan kewajiban membayar uangngmsa
pekerja yang telah kehilangan mata pencahariandijregrapkan mampu
memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarga®lama menganggur
sampai mendapat pekerjaan baru. Sehingga dalanmihalang pesangon
dapat dipahami sebagai kompensasi biaya sosiaktakibralihnnya status
pekerja ter-PHK dari bekerja menjadi menganggutasesng pesangon juga
dapat berfungsi sebagai jaring pengansafety net) bagi pekerja yang untuk

sementara waktu kehilangan penghasilannya sebaat éérjadinya PHK.
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Satu hal lagi, perlu dipahami bahwa ketentuan kd&aajimembayar
uang pesangon sebagaimana ditetapkan dalam paSaydd (1) Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaabtetr di atas, adalah
kewajiban yang dibebankan hanya kepada pengusahaniHb&rarti, sumber
dana pesangon berasal dari biaya perusahaan @énatih konsepsi pekerja
turut serta membayar iuran untuk dana pesangon.

Selanjutnya, dalam hal pengaturan besaran uangg@syang harus
dibayar oleh pengusaha, ditetapkan dalam Pasahy#&6(2) Undang-undang
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dg&t (1) paling

sedikit sebagai berikut :

a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satugrbupah;

b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kudarg2 (dua) tahun, 2
(dua) bulan upah;

c. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kuraarg 2l (tiga) tahun, 3
(tiga) bulan upah;

d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurdag 4 (empat) tahun,
4 (empat) bulan upah;

e. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurdag 5 (lima)
tahun, 5 (lima) bulan upabh;

f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kuralagi 6 (enam)
tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurdag 7 (tujuh)
tahun, 7 (tujuh) bulan upah.

h. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurdag 8 (delapan)
tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sempidalan upah.

Dari pasal di atas dapat dikemukakan bahwa keteriigaaran uang
pesangon berlaku untuk semua tingkat upah tanpaaketal ini tentunya
akan menimbulkan persoalan baru, karena bila upalkhir pekerja yang di-
PHK cukup tinggi dan umumnya masa kerjanya jugatifddesar, maka beban

pesangon yang harus ditanggung pengusaha cukupi.b&asangon yang
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terlalu besar dan memberatkan pengusaha ini ticdeuas lagi dengan
semangat pemberian uang pesangon yang diperuntuld@npenghargaan
masa kerja dan kompensasi biaya sosial akibatilweyal status pekerja yang
di-PHK dari bekerja menjadi menganggur serta furgssangon sebagai
safety net. Tambahan lagi, pesangon yang senjang antarajpelargan upah
rendah dan upah tinggi, tidak sesuai dengan azatl&e.

Dengan demikian, pemerintah perlu mengkaji lebifijutamengenai
penetapan besaran uang pesangon, karena sudakkegiaynaksud peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pemutubamgan kerja selain
untuk melindungi tenaga kerja dari kehilangan pesdannya, tetapi juga
memberikan perhatian kepada pengusaha atas kasyhtamenghadapi
perkembangan ekonomi yang tidak menéntu.

. Analiss Hukum Islam Terhadap Kewajiban Membayar Uang Pesangon
Sebagai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Keterlibatan pemerintah untuk mengatur masalah kpemmian
merupakan sebuah keniscayaan atas dasar kepentkegaaslahataryal/-
maslahah al-mursalah). Karena hal tersebut sudah menyangkut kepentingan
umum (masyarakat banyak), maka peraturannya hatasdan dilegitimasi
oleh negara sebagai peraturan yang memiliki dasastitusi yang kuat dan
berakar dari kebutuhan mencipatakan masyarakat parkeadilan. Dalam

kaidah usul figih disebutkan:

% zaeni AsyhadieHukum Kerja, him.44.
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Begitu halnya dengan bidang ketenagakerjaan yamgpakan bagian
dari proses produksi, negara harus dapat menjagpastian hukum supaya
keberlangsungan proses tersebut dapat berjalaraisgang diharapkan.
Dalam hal ini, sungguh tepat kebijakan penyelermgagara untuk membuat
aturan dalam bentuk undang-undang ketenagakerjahimgga nilai-nilai
keadilan, melindungi kepentingan buruh dan pengusialpat dijalankat’

Salah satu bentuk perlindungan pemerintah tersbbwijudkan dalam
pasal 156 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003%artg
Ketenagakerjaan, yang mewajibkan pengusaha untukbm&mn kompensasi
kepada pekerja apabila terjadi PHK, yang berbunyi:

Pasal 156
(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pemgusdiwajibkan
membayar uang pesangon dan atau uang penghargaarkenz dan uang
penggantian hak yang seharusnya diterima.

Dalam hukum Islam, PHK dapat dipandang sebagai pesan
(fasakh) akad perjanjian kerjgijarah). Sebagaimana dijelaskan dalam bab
sebelumnyaijarah termasuk akad yang tet#faqgd al-luzum), sehingga salah
satu pihak tidak dapat memakh (membatalkan) tanpa persetujuan dari pihak

lain, sebagaimana proses terjadinya akad yang rniedbekarena adanya

kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini mengindikasbahwa dalam proses

1 Ridho Rokamah,A/-Qawa'id al-Fighiyah, Kaidah-kaidah Mengembangkan Hukum
Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), him. 67.

2 Ahmad Azhar BasyirRefleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum,
Palitik dan Ekonomi (Bandung: Mizan, 1994), him. 177-192.
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terjalinnya ataupun dalam proses terputusnya saikdadl, tidak boleh salah
satu pihak dalam keadaan terpaksa.

Dalam konteks akadarah, tidak terdapat ketentuan yang secara rinci
mengatur kewajibamusta’jir (pemilik kerja) membayar upah (pesangon)
kepada ajir (pekerja) bila terjadifasakh (PHK). Namun demikian, dalam
konteks hukum perjanjian Islam dimungkinkan sudtadadisertai tindakan
hukum yang memberikan kemungkinan kepada masingamashak untuk
memutuskan akad secara sepihak dengan memikul igertgytentu, yaitu;
fasakh denganurbun (uang panjar/cekeram).

Tujuan diberlakukannyaasakh melalui urbun adalah urbun tersebut
dimaksudkan sebagai bukti untuk memperkuat akadadia akad tidak boleh
diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihaknaefidak ada persetujuan
atau adat kebiasaan yang menentukan lain. Di sisi, larbun juga
dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masinggnagak untuk
memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktudigentukan dalam
adat kebiasaan atau yang disepakati oleh para giuadliri dengan imbalan
urbun yang dibayarkan®

Fasakh melalui urbun, apabila dikaitkan dengan uang pesangon dapat
ditarik persamaan dalam hal tujuan diadakanmyan. Ketentuan kewajiban

membayar uang pesangon dapat dimaksudkan sebagamnaja untuk

2 Hasbi Ash-ShiddieqyPengantar Figh Muamalah (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
1999), him. 61.

13 Syamsul AnwarHukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2007) him. 349.
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memperkuat perjanjian kerja, di mana perjanjiafgakédak boleh diputuskan
secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

Penguatan akad perjanjian kerja mutlak diperluka@ngingat secara
sosiologis pekerja tidaklah bebasebagai seorang yang tidak mempunyai
bekal hidup. Karena bermodal tenaganya saja sequakgrja kadangkala
terpaksa menerima hubungan kerja dengan pengusasiapmn hubungan itu
memberatkan pekerja itu sendiri. Tenaga pekerja yaanjadi kepentingan
pengusaha merupakan suatu yang sedemikian meleladioka pribadi pekerja
sehingga pekerja selalu mengikuti tenaganya ke aedipmana dipekerjakan,
dan pengusaha terkadang seenaknya memutuskan lwmbkaga terhadap
pekerja yang tenaganya tidak dibutuhkan 1agi.

Untuk itulah dalam pola hubungan kerja, Islam mekan
dikuatkannya akad-akad atau perjanjian kerja demarninnya hak-hak dan
tegaknya keadilan di antara sekalian manusia, slamljuga memperhatikan
agar akad-akad dilaksanakan sesuai dengan atungntgiah ditetapkan dan

disepakati'® Sebagaimana Firman Allah SWT:

173 gially | 5b o 1 gial il L

4 Secara yuridis hubungan antara pekerja dan pengusersifat bebas. Dengan kata

lain, seorang pekerja tidak boleh diperbudak, dilpermaupun diperhambakan. Segala macam
bentuk perbudakan, perhambaan, dan peruluran mijekarena tidak sesuai dengan UUD 1945
dan Pancasila. Lihat, Zaeni Asyhadielkum Kerja, him. 17.

% 1hid.

% Yusuf al-Qardhawi,Peran Nilai dan Moral Ekonomi Islam, alih bahasa Didin

Hafiduddin (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hin¥-188.

7 Al-Ma’idah (5): 1.
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Di sisi lain, sebagaimanawrbun ketentuan kewajiban membayar
pesangon juga dimaksudkan sebagai penegas hak akepading-masing
pihak untuk mengajukan PHK, meskipun terdapat pebedalam hal pihak
yang terbebaniurbun'® Pebedaan ini dapat dipahami mengingat konsep
fasakh melalui urbun masih dibicarakan dalam tataran hukum perjangéam
secara umum, sehingga kedua belah pihak yang lekidigasisikan dalam
kedudukan yang sama.

Berbeda halnya dengan konsep uang pesangon sdtmgpensasi
PHK yang secara spesifik hanya terjadi dalam hugananjian kerja —dalam
konteks hukum ketenagakerjaan yang terjadi di ledi@a. Meskipun secara
yuridis kedudukan pekerja sama dengan pengusahamaetara sosiologis
kedudukan pengusaha lebih kuat jika dibandingkaigaie kedudukan pekerja
sebagai faktor produksi. Sehingga kewajiban membagag pesangon hanya
dibebankan kepada pengusaha apabila terjadi PHIskiplen PHK —dalam

kasus tertentu— diajukan oleh pekéfja.

8 Apabila kedua pihak sepakat bahwa pembayawain adalah sebagai sanksi

pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempbhayanenarik kembali akad; apabila yang
memutuskan akad adalah pihak yang membaxwn, ia kehilangan urbun tersebut dan apabila
yang memutuskan akad adalah pihak yang meneniban, ia mengembalikanuzbun ditambah
sebesar yang sama.

1 pekerja berhak mengajukan PHK kepada Lembaga Remjgn Perselisihan

Hubungan Industrial karena pengusaha melakukaridkesa sebagaiman diatur dalam Pasal 169
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerdan dalam hal ini pekerja juga
berhak mendapatkan uang pesangon.
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Dalam konteks hubungan kerja, hadis di atas meskjafa bahwa
buruh (pekerja) berada di bawah kekuasaan (tangawag) tuannya
(pengusaha). Namun demikian, bukan berarti pengushisa dengan
seenaknya memperlakukan pekerja, bahkan ketikas h@ecara terpaksa)
membebani pekerja dengan sesuatu di luar kemampaarpengusaha
diharuskan untuk menolongnya. Dan dalam konteks Rhtda apabila harus
terjadi PHK pengusaha memiliki kewajiban untuk menglpekerja tersebut,
yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran uang pesango

Di sisi lain yang patut dipertimbangkan apabilsakichda ketentuan
kewajiban membayar uang pesangon, pengusaha akayandeseenaknya
melakukan PHK, lebih-lebih saat ini banyaknya tenkegyga tidak sebanding
dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. SedaRgiarbagi pihak pekerja
akan memberi pengaruh psikologis, ekonomis, fireresbals™

1. Dengan adanya PHK, bagi pekerja telah kehilangaa pencaharian;
2. Untuk mencari pekerjaan yang baru sebagai penggantiharus
banyak mengeluarkan biaya (biaya keluar masuk phazs, di

samping biaya-biaya lain seperti surat-surat ukegerluan lamaran);

?% Imam Bukhari, Sahih Bukhari, “Kitab al-Adab, Bab ma Yunha min asy-Syibabi al-
La‘n" (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VII: 85, Hadis Riwayat Abu Zar al-Gifari.

21| hid, him. 178.
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3. Kehilangan biaya hidup untuk diri dan keluarganglaedum mendapat
pekerjaan baru.

Mempertimbangkan mana kepentingan yang harus mahgaipritas
terhadap hal tersebut merupakan pemenuhan terhagam hukum Islam
yang antara lain adalah memelihara kemaslahatanp hiddividu dan
kelompok??

Tujuan utama syariah adalah meningkatkan kesegdriemanusia,
yang terletak pada perlindungan iman, hidup, deflirunan dan harta. Apa
saja yang memantapkan perlindungan kelima hal inerupakan
kemashlahatan umum dan dikehendki.

Mengacu pada hak dasar untuk hiddp7z an-nafs), maka uang
pesangon wajib diberikan jika terjadi PHK, sebgggighasilan yang sifatnya
sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerBH&, yang untuk
sementara waktu kehilangan penghasilannya. Dan pe@s@ngon juga dapat
dijadikan pegangan bagi pekerja dalam mencari pekerbaru yang dalam
prosesnya juga membutuhkan biaya.

Oleh karena itu, pemerintah dengan mengeluarkanatyran
perundang-undangan, turut serta melindungi pihakale (pekerja) dari
kekuasaan pengusaha, guna menempatkannya padaukadugbng layak

sesuai dengan harkat dan martabat marntisia.

22 Ahmad Azhar BasyitRefleksi Atas Persoalan Keislaman, him. 125.

2 Al-Ghazali, sebagaimana dikutip M. Umer Chapstam dan Tantangan Ekonomi, alih
bahasa, Nur Hadi lhsan dan Rifqi Amar (SurabaysalBh Gusti, 1999), him. 1.

24 7aeni AsyhadieHukum Kerja, him. 17.
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Dengan demikian semua peraturan perundang-undaygag ada
bertujuan untuk melaksanakan keadilan sosial derjglam memberikan
perlindungan kepada pekerja terhadap kekuasaarugemg Tujuan tersebut
dapat tercapai apabila pemerintah mengeluarkan tysana perundang-
undangan yang bersifat memaksa dan memberikanisznis tegas kepada
pengusaha yang melanggarnya.

Dari sisi lain dapat juga diperhatikan tentang kidan pemerintah
sebagai pengatur masyarakat. Sejarah pemerintam Isienjelaskan bahwa
khalifah atau kepala negara tidak berpangku tandan, ketinggalan untuk
membuat perundang-undangan baik langsung d&@ur'an dan as-Sunnah
maupun dengan ljtihad, bila kemaslahatan umum mgnraenghendaki
demikian. Sebagaimana Firman Allah SWT:

25,50 581 Lyl y Jsmil | pmshal 5 ) | gmalel il 30 ey

Berdasarkannas tersebut maka segala bentuk hukum, peraturan
sebagai kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh petakbersifat mengikat, ia
wajib ditaati oleh semua lapisan masyarakat, selroduk kebijaksanaanya
secara substansi tidak bertentangan dengan jiwdakyaSebagaimana di
ketahui, produk hukum pada dasarnya merupakanukasikdari keinginan
masyarakat yang ada. Sementara itu transformasal sdsngan berbagai

dinamikanya telah berubah.

% An-Nisa’ (4): 59.
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Keadilan yang harus ditegakkan dalam masyarakatlalada
terlaksananya kehidupan atas dasar keseimbangag kyat menolong yang
lemah, yang kaya menolong yang miskin, sebalikngagy lemahpun
mendukung tegaknya keadilan dengan jalan yang lmikan merongrong
yang kaya. Kewajiban Negara dalam hal ini adalahgaem agar kehidupan

atas dasar keseimbangan itu benar-benar dapaistank dalam masyarakat.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dalam penyusunan skripsi ini, memyunengakhiri

dengan mengambil beberapa kesimpulan sebagai beriku
1. Secara yuridis ketentuan kewajiban membayar uarsgng®en sebagai
kompensasi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PtKalah
merupakan salah satu bentuk perlindungan pemeriethladap pekerja.
Sebagai pelaksanaan amanat pasal 88 ayat (1) Undaiagg No.13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasiéarg memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan —dadengka
mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupag sk bagi
kemanusiaan— dalam bentuk kewajiban membayar vesangon kepada
pengusaha apabila terjadi PHK sebagaimana ditetaqgiddam Pasal 156
ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Kgtkerjaan,
yang berbunyi:

Pasal 156
(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pemgusiavajibkan

membayar uang pesangon dan atau uang penghargaarker@ dan
uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Kewajiban membayar pesangon sebagaimana disebudsah g

atas hanya dibebankan kepada pengusaha. Hal iaitibesumber dana
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pesangon berasal dari biaya perusahaan sehinggk #ida konsepsi
pekerja turut serta membayar iuran untuk dana gesan

Dalam hal besaran uang pesangon yang harus dibalgar
pengusaha berlaku untuk semua tingkat upah tanpaakesebagaimana
ditetapkan dalam pasal 156 ayat (2) Undang-undan@3Ndahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksuch dslat (1)

paling sedikit sebagai berikut :

a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satwrbubpabh;

b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurdag 2 (dua)
tahun, 2 (dua) bulan upabh;

c. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kuraag 8 (tiga)
tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurdag 4 (empat)
tahun, 4 (empat) bulan upah;

e. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kudenrg 5 (lima)
tahun, 5 (lima) bulan upah;

f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurdag 6 (enam)
tahun, 6 (enam) bulan upabh;

g. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kudang 7 (tujuh)
tahun, 7 (tujuh) bulan upah.

h. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurdag 8 (delapan)
tahun, 8 (delapan) bulan upabh;

i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sempidalan upah.

2. Pemberian pesangon sebagai kompensasi PHK dalkumHslam adalah
wajib hukumnya, sebagaimana Islam mewajibkan dikaratya akad-akad
atau perjanjian kerja demi terjaminnya hak-hak tisgaknya keadilan di
antara sekalian manusia, dan Islam juga mempedmtigar akad-akad
dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah gleiadan disepakati.

Allah SWT berfirman:

1 yusuf al-Qardhawi,Peran Nilai dan Moral Ekonomi Islam, alih bahasa Didin
Hafiduddin (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hin¥-188.
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Dalam hal ini, tujuan diberlakukannya ketentuan Kiaa
membayar uang pesangon sebagai kompensasi PHK adaitatk
memperkuat akad perjanjian kerja di mana masingrgagihak tidak
dapat melakukartisakh (PHK) tanpa persetujuan pihak lain.

Penguatan akad perjanjian kerja mutlak diperlukaengingat
secara sosiologis pekerja tidaklah bébssbagai seorang yang tidak
mempunyai bekal hidup. Karena bermodal tenagangassarang pekerja
kadangkala terpaksa menerima hubungan kerja demmErgusaha
meskipun hubungan itu memberatkan pekerja itu sefidinaga pekerja
yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan gaaty sedemikian
melekatnya pada pribadi pekerja sehingga pekerjalusanengikuti
tenaganya ke tempat di mana dipekerjakan, dan pahguterkadang
seenaknya memutuskan hubungan kerja terhadap aejarg tenaganya
tidak dibutuhkan lagf.

Di sisi lain, tujuan utama syariah adalah meninigkat

kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlgaduiman, hidup, akal,

2 Al-Maidah (5): 1.

% Secara yuridis hubungan antara pekerja dan pengisasifat bebas. Dengan kata lain,
seorang pekerja tidak boleh diperbudak, diperulanpon diperhambakan. Segala macam bentuk
perbudakan, perhambaan, dan peruluran dilarangh&atidak sesuai dengan UUD 1945 dan
Pancasila. Lihat, Zaeni Asyhadtéykum Kerja, him. 17.

4 1bid.
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keturunan dan harta. Apa saja yang memantapkaimgengan kelima hal
ini merupakan kemashlahatan umum dan dikeheridaki.

Mengacu pada hak dasar untuk hid#gz an-nafs), maka uang
pesangon wajib diberikan jika terjadi PHK, sebapganghasilan yang
sifatnya sementara untuk memenuhi kebutuhan hickker@a ter-PHK,
yang untuk sementara waktu kehilangan penghasiéanian uang
pesangon juga dapat dijadikan pegangan bagi pekil@am mencari
pekerjaan baru yang dalam prosesnya juga membutuh&ga.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mengkaji kembali mengenai besaiamy pesangon
dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketkeggan yang
berlaku untuk semua tingkat upah tanpa kecualieKarbila upah terakhir
pekerja yang di PHK cukup tinggi dan umumnya masgakga juga
relatif besar, maka beban pesangon yang harusgditag pengusaha
cukup berarti. Pesangon yang terlalu besar dan metian pengusaha
ini tidak sesuai lagi dengan semangat pemberiag pasangon sebagai
kompensasi biaya sosial akibat beralihnya statksrjgeyang di-PHK dari
bekerja menjadi menganggur serta fungsi pesangbagae safety net.
Tambahan lagi, pesangon yang senjang antara pelergan upah rendah

dan upah tinggi, tidak sesuai dengan azas keadilan.

® Al-Ghazali, sebagaimana dikutip M. Umer Chapstam dan Tantangan Ekonomi, alih
bahasa, Nur Hadi Ihsan dan Rifgi Amar (Surabaysal&h Gusti, 1999), him. 1.
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2. Pemerintah selaku pengawas harus dapat menjalangas dan fungsinya
sehingga setiap penyelewengan terhadap ketentuentkah hukum
perundang-undangan dapat secepatnya diselesaikaengusadha
diharapkan melaksanakan peraturan yang ada seoasisten sehingga
hubungan kerja antaran pekerja dan pemberi ker@apat nilai-nilai
sosial yang saling memberi manfaat, bukan upayacamekeuntungan
yang besar dengan jalan mengorbankan pekerja.

Akhirnya penyusun mengucapkan rasa syukur yang dafkingga
kepada Allah Yang Maha Kuasa, dengan petunjuk, kekudan rahmat-Nya
sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaMamun demikian, skripsi
ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena ititik kdan saran yang

konstruktif dapat diberikan untuk kesempurnaan [igareyang akan datang.
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DAFTAR TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR’AN,
HADIS DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB

No | Hal | Footnote |

Terjemahannya

BAB |

01

06

10

Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

02

14

24

Hukum yang terkuat (pokok dasar) segala sesuatu adalah
boleh, kecuali jika ada dalil yang mengharamkan.

03

16

28

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain
apa yang telah diusahakannya.

16

29

Tiap-tigp diri bertanggungjawab atas apa yang telah
diperbuatnya.

05

16

30

Kebijakan Imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan
dengan kemaslahatan.

BAB II

06

23

Akad yang objeknya adalah pertukaran manfaat untuk masa
tertentu, artinya memilikkan manfaat dengan ‘“wad, sama
dengan menjual manfaat.

07

24

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka
dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan
sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa dergjat,
agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang
lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan.

08

24

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan.

09

25

Berikanlah upah sebelum keringatnya kering.

10

27

19

Menyewa/mengupah untuk suatu kemaksiatan tidak boleh

11

28

22

Hal orang-orang yang beriman, janganlah kami saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.

12

29

25

Apabila  mengupah/mepekerjakan  seseorang, maka
beritahukanlah upahnya.




13

36

35

Saya mendengar Nabi SAW bersabda: Barang siapa
mengangkat pekerja, jika ia tidak mempunyai rumah harus
dibikinkan rumah, jika belum menikah harus dinikahkan,
jika tidak mempunyai pembantu harus dicarikan pembantu,
jikatidak mempunyai kendaraan harus diberikan kendaraan.
Jka majikan tidak memberikan hal tersebut ia adalah
pembunuh.

14

36

36

Mereka adalah saudaramu yang dikaruniakan Allah berada
di bawah kekuasaanmu, maka barang siapa yang dikaruniai
orang-orang berada di bawah kekuasaannya, maka
hendaklah memberi makanan sesuai dengan apa yang
mereka yang mereka makan dan berilah mereka pakaian
sesua dengan apa yang mereka paka dan janganliah
membebani mereka dengan pekerjaan yang melebihi
kemampuannya. Namun jika harus (secara terpaksa)
membebaninya, maka tolonglah dia.

15

38

37

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya’.

16

42

43

Barang sigpa menyetujui permintaan pemutusan transaksi
(agala) dari seseorang yang menyesal, Allah akan
membebaskannya dari kesalahannya di hari kiamat.

BAB IV

27

86

10

Kebijakan Imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan
dengan kemaslahatan.

28

88

17

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.

29

90

20

Mereka adalah saudaramu yang dikaruniakan Allah berada
di bawah kekuasaanmu, maka barang siapa yang dikaruniai
orang-orang berada di bawah kekuasaannya, maka
hendaklah memberi makanan sesuai dengan apa yang
mereka yang mereka makan dan berilah mereka pakaian
sesua dengan apa yang mereka paka dan janganliah
membebani mereka dengan pekerjaan yang melebihi
kemampuannya. Namun jika harus (secara terpaksa)
membebaninya, maka tolonglah dia.

30

92

25

Hal orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

BAB V

31

96

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.
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Gunung Jati Bandung sejak 1985 sampai sekarang,2@03 di angkat menjadi
pembantu rektor IAIN Sunan Gunung Jati Bandung.

5. As-Sayyid Sabiq.

Nama lengkapanyas-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami lahir di Mesir tahun
1915, adalah ulama kontemporer yang memiliki reputdernasional di bidang
Dakwah dan Figh Islam, terutama melalui karya muentanya Figh as-Sunnah.
Teman sejawat dari Hasan al-Banna ini seorang tgkoly menganjurkan ijtihad
dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Bédiain dari pasangan Sabiq
Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengadisi keluarga Islam
di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidipartama di Kuttab, tempat
belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghalaf@ur'an, setelah itu ia
memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar nzenyelesaikan tingkat
ibtidaiyyah dalam waktu lima tahurntsanawiyahlima tahun, fakultas syari’ah
empat tahun damhassus(kejuruan) dua tahun dengan memperoleh gedgr
Syahadah al-‘Alimiyahkurang lebih setingkat Doktor. la banyak menbligku
yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, tekradonesia. MisalnyaFigh
as-Sunnah, Dakwah al-Islam, Aqidah al-Islamiyah, Islamuna dan lain-lain.

6. Syamsul Anwar.

Lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan RiBendidikan terakhir adalah
S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 200bgyakarta. Tahun 1989-
1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 199Haiitford Seminary, Hartford
USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap FakuBlyariah UIN Sunan
Kalijaga, Yogyakarta, sejak tahun 1983 hingga sekgdan tahun 2004 diangkat
sebagai guru besar. Selain itu ia juga memberakutiada sejumlah Perguruan
Tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 limu Hukum URPS IAIN Ar-Raniry
Banda Aceh, di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendernah menjabat
Sekertaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kahj&#999), Dekan Fakultas
Syariah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Karya niantara lain adalah buku
Islam, Negara dan Hukurtterjemahan,1993)Studi Hukum Islam Kontemporer
(2006 dan 2007)Hukum Perjanjian Syarialf2007), serta artikel-artikel ilmiah



tentang hukum Islam di beberapa jurnal sepéstam Futura, Profetika,
Mukaddimah, Al-Jami’ah, Islamic Law and Soci@dtgiden), dan lain-lain.

. Wahbah az-Zuhaili.

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhailililahirkan di koteDar
'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. ia belajar dultaak Syari’ah
Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazahinggi pada tingkat
pertama pada tahun 1956, ia mendapat gelar Lc Wainersitas Ain Syam
dengan peringgkatayyid pada tahun 1957, ia mendapat gelar Diploma Mazhab
asy-Syari'ah (MA) pada tahun 1959 di Universitafahirah. Kemudian meraih
gelar Doktor dalam hukumagy-Syari'ah al-Islamiyahpada tahun 1963, pada
tahun ini juga ia dinobatkan sebagai dosen di Usitees Damaskus, spesifikasi
keilmuannya adalah di bidang figh dan ushul figdagun karya-karyanya antara
lain: al-Wasit fi al-Usul al-Figh al-Islami, al-Figh al-Islami i al-Uslubihi al-
Jadid, al-Figh al-Islam wa Adillatuhu, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-
Syari’ah wa al-Manhayj.

. Yusuf al-Qardawi.

Beliau adalah seorang ulama kontemporer yang akldind bidang hukum Islam.
Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 september 1928ikid berusia 5 tahun ia
dididik menghapal al-Qur'an secara intensif olelmpanya, dan pada usia 10
tahun ia sudah hafal seluruh isi al-Qur'an dengasihf Kecerdasannya mulai
terlihat ketika ia berhasil mengyelesaikan studimyia fakultas ushuluddin
Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terb@&da tahun 1952-1953,
kemudia ia melanjutkan pendidikannnya selama 2ntdeujurusan bahasa Arab,
lulus dengan peringkat terbaik pertama di antai@ m@hasiswa. Kemudian ia
melanjutkan ke Lembaga Riset dan Penelitian Masalatalah Islam dan
Perkembangannya selama 3 tahun. Pada 1960 al-@anmaedanjutkan studinya
ke program doktor dan menulis disertasi denganl juiikin Zakat yang selesai
dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan stridtuyang sudah lama
dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pakiatks Syari’ah Universitas
Qatar yang ia dirikan dengan teman-temannya seyaly sebelumnya bernama
Madrasah Ma’had ad-Din (Institut Agama).
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